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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Keadan Geografi 

62 

Letak geografis Kabupaten Jayawijaya diantara 138.30-139-40 BT dan 3.45-4.20 

LS dengan ketinggian 1.650 M di atas perrnukaan !aut. Wilayah Kabupaten Jayawijaya 

dengan Ibu Kota Warnena Distrik Warnena memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Marnberamo Tengah dan Yalimo 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Yahukimo 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya, To1ikara dan Marnberarno 

Tengah 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Ya1imo 

Keadaan Iklim di Kabupaten Jayawijaya umumnya sama dengan daerah lain di 

Indonesia yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. 

Musim hujan terbanyak terjadi pada Bulan Desember dan Maret, pada bulan-bulan 

tersebut angin barat yang bertiup dari Asia dan Saumdra Pasifik mengandung uap air, 

sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Mei sarnpai Bulan Oktober, pada bulan­

bulan ini angin timur yang bertiup dari Australia kurang mengandung uap air. 

Luas Wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah 8.496 KM2 a tau 12,76% dari totalluas 

Provinsi Papua yaitu 322,476 KM2 dengan jarak terjauh dari timur ke barat kurang 

lebih 104 KM2 dan jarak terdekat dalam jarak datar utara ke selatan kurang lebih 56 

Km. Secara administrasi Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 40 (empat puluh) Distrik, 4 

(empat) Kelurahan dan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Kampung. Distrik dengan 

Karnpung terbanyak adalah Pelebaga ( 13 Kampung), sedangkan Distrik dengan 
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Kampung paling sedikit adalah Distrik Warne dan Distrik Popugoba (masing-masing 4 

Kampung). Distrik dengan wilayah terluas adalah Distrik Siepkosi (384,41 KM2), 

Distrik dengan luas wilayah terkecil adalah Distrik Wouma (48,75 KM2
). Secara rinci 

pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah Kabupaten Jayawijaya dalat dilihat 

pada tabel4.1 di bawah ini: 

Tabel: 4.1 
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jayawijaya 

No Nama Distrik Luas Wilayah (KM) Jumlah 
Kamoung Kelurahan 

I 2 3 4 5 
I. Wamena 110,85 3 8 
2. Asot;;2aima 156,97 - 10 
3. Kurulu 187,62 - 12 
4. Musatfak 189,43 - 10 
5. Asolokobal 187,99 - 9 
6. Walel!wama 147,74 - 6 
7. Hubikosi 105,97 - II 
8. Pelebaga 190,95 - 13 
9. Bolakme 339,87 - 12 
10. Yaleneea 105,58 - II 
II. Wollo 157,6 - 8 
12. Trikora 876,25 - 6 
13. Naoua 150,24 - 9 
14. Walaik 258,03 - 5 
15. Wouma 48,75 - 7 
16. Silo Kamo Doga 191,54 - 8 
17. Pvramid 150 - 10 
18. Muliama 363,27 - 12 
19. Usilimo 203,42 - 10 
20. Wita Wava 149,94 - 5 
21. Libarek 157,27 - 5 
22. Wadangku 300,02 - 5 
23. Pisuvi 109,41 - 7 
24. Walesi 366,93 - 7 
25. Asotio"o 243,27 - 10 
26. Maima 379,54 - 7 
27. lt!av Hisaee 322,16 - 9 
28. Sieokosi 384,41 - 9 
29. Hubikiak 158,67 - 8 
30. lbele 203,71 - 10 

31. Tailarek 306,01 - 8 
32. Tagime 141,95 - II 
33. MolaQalome 104,59 - 6 
34. Ta2ineri 141,98 - 9 
35. Korru!i 50,18 - 5 
36. Buei 102,22 - 8 
37. BOiri 194,39 - 7 

38. WesRnut 56,31 - 7 

39. Warne 144,51 - 4 

40. Po,;;;;;; ba 356,31 - 4 

Jumlah 8.495,85 4 328 .. 
Sumber : Kantor Badan Stat1st1k Kabupaten JayaW1Jaya 
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Sementara itu Kota Warnena sendiri adalah masuk dalarn Wilayah Distrik Warnena 

Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 8 Delapan kampung yang 

tergambar dalam tabel di bawah ini: 

Tabel4.2 
Nama Kelurahan dan Kampung di Distrik Warnena 

No Nama Kelurahan!Karnpung Luas Wilayah 
I 2 3 

I. Kelurahan Wamena Kota -

2. Kelurahan Sinakma -

3. Kelurahan Sinapuk -

4. Kampung Honelama II -

5. Karnpung Womaroma -

6. Kampung Honelama -

7. Kampung Onaima -

8. Kampung Helukarna -

9. Kampung Lanitipo -

I 0. Kampung Autakma -

II Kampung Batu Merah -

Jumlah 110,85 KM2 

.. 
Sumber : Kantor Btro Pusat Statlsttk Kabupaten Jayawtjaya 

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk luas masing-masing Karnpung dan 

Kelurahan di Distrik Wamena belum ada data yang pasti, untuk sementara luas yang 

ada terbatas pada luas distrik. Kota Wamena Distrik Warnena Ibu Kota Kabupaten 

Jayawijaya yang diberi julukan sebagai Kota Dani " Damai, Aman, Nyaman dan 

Indah" merupakan salah satu Kota di Provinsi Papua yang sangat terkenal baik di 

dalam maupun di luar negeri karena kekhasan adat budayanya, sehingga ada pepatah 

yang mengatakan belum ke Papua kalau belum ke Warnena. 
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2. Keadaan Demografi 

Jumlah Penduuduk Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2012 beljumlah 196.085 

dengan penduduk laki-laki sebesar 101.2017 jiwa dan perempaun beljumlah 94.868 

jiwa, sementara itu pada tahun 2013 jumlah penduduk Jayawijaya sebesar 223.443 jiwa 

(penduduk laku-laki sebesar 114.566 jiwa dan perempuan sebesar 108.877 jiwa) atau 

terjadi peningkatan sebesar 2,01 persen. Laju kepadatan penduduk rata-rata 59,59 

/Km2 artinya setiap I KM2 dihuni oleh 39 jiwa penduduk. Laju pertumbuhan 

penduduk (LPP) Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2012 sampai 2013 mengalami 

tren yang fluktuatif di mana pertumbuhan LPP tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh 

tingginya pertumbuhan penduduk alami migrasi masuk. Gambaran lebih lanjut 

mengenai jumlah penduduk sebagaimana Tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel4.3 

Jumlah Penduduk Kabupaten Jayawijaya 

Uraian 2012 2013 
I 2 3 

Laki-Laki 101.217 114.566 
Perempuan 94.868 108.877 
Jumlah 196.085 223.443 .. 

Sumber : Kantor Badan Pusat Stahshk Kabupaten JayaWIJaya 

Sementara itu untukjumlah Penduduk di Distrik Wamena sendiri beljumlah 24.777 

jiwa terdiri dari 12.575 laki-laki dan 12.201 perempuan yang terdiri dari berbagai suku 

bangs a di Indonesia. Hal ini menunj ukkan bahwa Distrik Wamena sudah sangat 

heterogen masyarakatnya, apalagi Kabupaten Jayawijaya merupakan Kabupaten transit 

untuk ke Kabupaten-Kabupaten di Pegunungan Tengah Papua. 

3. Keadaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Jayawijaya 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya 

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 
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Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayawijaya. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Inforrnatika mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah 

dibidang perhubungan, komunikasi dan inforrnatika berdasarkan azas otonomi dan 

tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Inforrnatika mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan 

pengawasan dibidang perhubungan, komunikasi dan inforrnatika; 

b. Penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan inforrnatika serta pelayanan 

umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif; 

d. Pelaksanaan pengelolaan UPTD; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

Sementara itu Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Inforrnatika 

terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Inforrnatika adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala 

b. Sekretariat, membawahi: 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Program 

c. Bidang Perhubungan dan Transportasi, membawahi: 

Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat 

Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi 
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Seksileebandarudaraan 

d. Bidang Pelayanan leomunikasi dan Informatika, membawahi : 

Seksi Pemberdayaan leelompok }(omunikasi Sosial 

Seksi Pelayanan Media Elektronik dan Informasi Mobil 

Seksi Pos dan Telekomunikasi 

e. Bidang Media cetak, Tradisional dan Promosi, membawahi: 

Seksi Pers, Peliputan dan Penerbitan 

Seksi Media Tradisional 

Seksi Promosi dan Pameran 

f. UPTD, membawahi : 

Sub Bagian Tata Usaha 

g. leelompok Jabatan Fungsional 

67 

Untuk lebih jelasnya menyangkut tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas 

Perhubungan leomunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. }(epala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan Dinas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah 

dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika. 

b. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan 

program serta pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, sedangkan untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi: 

I) Pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pembinaan 

organisasi dan tata laksana; 

2) Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, 

hubungan masyarakat dan protokol; 
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3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan 

dan pemeliharaan; 

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesua1 dengan bidang 

tugasnya. 

Sekretaris, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat 

menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan, dan 

administrasi kepegawaian, Untuk menyelenggarakan tugas pokok terse but , Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

a) Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; 

b) Pengelolaan urusan rurnah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan; 

c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian 

d) Penyiapan rencana kebutuhan dan pengembangan kepegawaian serta mutasi 

pegawm; 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan 

penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, 

perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan dan 

keuangan, Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian 

Keuangan mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan anggaran pendapatan dan belanja Dinas; 

b) Pengelolaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta 

pengurusan perbendaharaan keuangan; 
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c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan. 

3) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan 

rencana dan program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan 

tata laksana Dinas, Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian 

Program mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan perumusan rencana dan program; 

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 

c) Pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas; 

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan 

d. Bidang Perhubungan dan Transportasi mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan petunjuk teknis manajemen lalu lintas darat, sarana dan prasarana 

transportasi serta kebandarudaraan, Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

terse but, Bidang Perhubungan dan Transportasi mempunyai fungsi : 

I) Pelaksanaan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan manajemen 

lalu lintas darat, sarana dan prasarana transportasi serta kebandarudaraan; 

2) Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen dan rekaysa 

lalu lintas; 

3) Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan; 

4) Penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana perhubungan; 

5) Penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan 

6) Pembinaan teknis kebandarudaraan; 

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan. 

Bidang Perhubungan dan Transportasi, membawahi: 

I) Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat mempunyai tugas pokok mempersiapkan 

bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan 
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manajemen lalu lintas darat, Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, 

Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat mempunyai fungsi : 

a) Menyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional 

kegiatan manajemen lalu lintas darat; 

b) Pelaksanaan pembinaan teknis pengaturan, pengamatan dan pengawasan 

lalu Iintas; 

c) Penyiapan penetapan perizinan; 

d) Pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan; 

e) Penetapan standard batas maksimum muatan dan be rat kendaraan 

pengangkutan barang; 

f) Penetapana dan pengelolaan uji kendaraan bermotor; 

g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan. 

2) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi mempunym tugas pokok 

mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan 

operasional kegiatan sarana dan prasarana transportasi. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Sarana dan Prasarana 

Transportasi mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional 

kegiatan sarana dan prasarana transportasi; 

b) Penyiapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana lalu Iintas jalan kabupaten; 

d) Pemantauan operasional prasarana perhubungan darat dan pengawasan 

teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat; 
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e) Penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan 

dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan kota serta bimbingan 

keselamatan; 

f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan. 

3) Seksi Kebandarudaraan mempunym tugas pokok mempersiapkan bahan 

penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan 

kebandarudaraan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi 

Kebandarudaraan mempunyai fungsi: 

a) Pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara urn urn; 

b) Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi ban dar udara 

umum dan melaporkan ke pemerintah, pada Bandar udara yang belum 

terdapat kantor bandara; 

c) Penetapanlizin pembangunan Bandar udara umum yang melayani pesawat 

udara < 30 tempat duduk. 

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan. 

e. Bidang Pelayanan Komunikasi dan lnformatika mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan komunikasi dan 

informatika. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan 

Komunikasi dan lnformatika mempunyai fungsi: 

I) Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos jasa telekomunikasi; 

2) Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang sarana komunikasi dan informasi; 

3) Penyediaan informasi yang mampu mendorong masyarakat mengembangkan 

perekonomiannya; 

4) Pelaksanaan koordinasi dan upaya-upaya pemberdayaan potensi informasi 

masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial; 
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5) Penyelenggaraan komunikasi langsung mobil; 

6) Penyelenggaraan penerangan melalui penyuluhan dan dialog; 

7) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan; 

8) Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan interaktif positif antara pemerintah dan 

masyarakat; 

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan 

Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informatika, membawahi: 

I) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional 

kegiatan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial. Untuk menyelenggarakan 

tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial 

mempunyai fungsi: 

a) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial; 

b) Pelaksanaan diseminasi informasi nasional; 

c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan; 

2) Seksi Pelayanan Media Elektronik dan Informasi Mobil mempunya1 tugas 

pokok melakukan kegiatan pelayanan media elektronik dan informasi mobil. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Media 

Elektronik dan Informasi Mobil mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan 

pelayanan informasi media baru seperti radio, televisi dan internet; 

b) Pelaksanaan pembinaan teknis perijinan, penertiban, pemantauan serta 

rekomendasi penyelenggaraan media baru; 
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c) Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis 

terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio; 

d) Pemberian lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio 

e) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan 

informasi mobil, perfilman, dan tatap muka; 

f) Penyiapan bahan dan sarana dalam rangka pelaksanaan informasi mobil 

dalam berbagai kegiatan tatap muka, pemutaran film dan kegiatan lain yang 

bersifat bergerak, massal dan serentak; 

g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan 

3) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan 

dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pos dan Telekomunikasi 

mempunyai fungsi: 

a) Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; 

b) Pemberian izin jasa titipan untuk kant or agen; 

c) Penertiban jasa titipan untuk kantor agen; 

d) Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan 

pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang 

tidak menggunakan spectrum frekuensi radio; 

e) Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan 

jaringan tetap tertutup local wire line (end to end) cakupan kabupaten; 

f) Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban 

pelayanan universal di bidang telekomunikasi; 

g) Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR!G) 
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h) Pengawasanlpengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang 

cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi 

perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler dan 

sejenisnya; 

i) Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; 

j) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi; 

k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petu!1iuk atasan. 

f. Bidang Media Cetak, Tradisional dan Promosi mempunyai tugas pokok 

melaksanakan petunjuk teknis pelayanan informasi melalui media cetak, tradisional 

dan promosi dengan menyelenggarakan penerbitan, pemanfaatan media tradisional 

serta melaksanakan promosi dan pameran. Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

tersebut, Bidang Media Cetak, Tradisional dan Promosi mempunyai fungsi: 

I) Perumusan kebijakan teknis dibidang media cetak, tradisional dan promosi; 

2) Penyediaan informasi melalui penerbitan bulletin, majalah dinding, leaflet dan 

brosur; 

3) Pelaksanaan peliputan pers sebagai bahan informasi; 

4) Pemanfaatanlpemberdayaan kelompok-kelompok seni tradisional sebagai mitra 

pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan; 

5) Pelaksanaan pementasan seni tradisional sebagai upaya pelestarian budaya lokal; 

6) Pelaksanaan promost dan pameran potensi daerah untuk meningkatkan 

pendapatan daerah; 

7) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan pameran promost dan pameran potensi 

daerah; 

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan. 

Bidang Media Cetak, Tradisional dan Promosi, membawahi: 
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I) Seksi Media Tradisional mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan 

penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan media 

tradisional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Media 

Tradisional mempunyai fungsi : 

a) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi melalui media tradisional; 

b) Pelaksanaan koordinasi dengan lembagalkelompok seni tradisional ; 

c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan media tradisional; 

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan. 

2) Seksi Promosi dan Pameran mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan 

penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan promosi dan 

pameran. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Promosi dan 

Pameran mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan petunjuk teknis promosi dan pameran; 

b) Pelaksanaan pelayanan informasi melalui promosi dan pameran; 

c) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga I instansi lainnya dibidang promosi 

dan pameran; 

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan. 

Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dimaksud, 

maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Uraian tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Selain melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika juga mendapatkan tugas tambahan yaitu melakukan penarikan 

retribusi daerah antara lain retribusi parkir sesuai dengan kewenangannya dalam 

rangka memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. 
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Salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial yang ada pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah retribusi 

parkir, mengingat Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya semakin hari menunjukkan 

mobilitas sosial yang semakin tinggi. Hal ini berarti jasa perpakiran semakin 

mendapatkan peluang yang lebih besar untuk ditingkatkan. Pengembangan jasa 

perpakiran ini bagi Kota Wamena merupakan salah satu aspek yang paling mudah 

untuk dilakukan, dengan alasan tersedianya lahan yang relatif tidak terbatas, makin 

majunya kehidupan kota, sehingga dapat diasumsikan bahwa dalam pengembangan 

usaha perpakiran dapat ditumbuhkembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat di bidang perpakiran. Untuk itu Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika sebagai SKPD yang melaksanakan pembinaan pengelolaan perpakiran 

sehingga dapat tercipta kenyamanan, ketertiban dan kemanan bagi pemilik kendaraan 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang melakukan parkir ditempat­

tempat yang telah ditentukan di Kota Wamena. 

Retribusi parkir awalnya dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kabupaten Jayawijaya, akan tetapi dengan diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan ditindak lanjuti dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah maka kewenangan 

tersebut diserahkan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatikan 

Kabupaten Jayawijaya dengan Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor I 05 Tahun 2011 

tentang Pelimpahan Wewenang Penarikan Retribusi Dari Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya. Hal ini dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi penarikan dan 

pengelolaan dalam menunjang pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli 

16/41750.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41750.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



78 

Tabel4.4 
Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan 

Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Jayawijaya 

No Jenis Pendidikan Jumlah Pegawai 
I 2 3 

I. Sekolah Dasar 5 Pegawai 
2. Sekolah Laniutan Tingkat Pertama I Pegawai 
3. Sekolah Laniutan Tingkat Atas 36 Pegawai 
4. Diploma I -
5. Diploma2 -
6. Diploma 3 -
7. Sarjana (SI) 14 Pegawai 
8. Pasca Sari ana (S2) 2 Pegawai 
9. Doktor (S3) -

Jumlah 58 .. 
Sumber; Dmas Perhubungan Komumkas1 dan Informatlka Kabupaten Jayaw!Jaya 

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari komposisi 58 orang pegawai tersebut terdiri 

dari 38 Pegawai Negeri Sipil, 4 Pegawai Honorer K2 dan 16 Pegawai Kontrak dengan 

latar belakang pendidikan SD sebanyak 5 orang, SL TP sebanyak l orang, SL T A 

sebanyak 36 orang, S I sebanyak 14 orang dan S2 sebanyak 2 orang. Dari jumlah 

tersebut tergambar bahwa sebagian besar pegawai yang ada adalah berpendidikan 

SL T A sehingga diperlukan kerja keras seluruh pegawai dalam membangun komitmen 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

Sementara itu dari 58 pegawai dimaksud dapat dibagi menjadi tiga jenis pegawai 

yaitu Pegawai Negeri Sipil berjumlah 38 orang pegawai, tenaga Honorer (K2) 

berjumlah 4 orang pegawai dan tenaga kontrak berjumlah 16 orang pegawai (Sumber 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015). 

Dari jumlah tersebut memang dari sisi ketenagaan masih sangat kurang sehingga Dinas 

ini terpaksa harus merekrut tenaga kontrak dalam menunjang tugas pokoknya. 

Sementara itu kewenangan pengelolaan perpakiran pada Dinas ini dilaksanakan 

oleh Bidang Perhubungan dan Transportasi, pada Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat. 

Dalam melaksanaan tugas pengelolaan parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya 
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Seksi ini ditunjang oleh 3 orang pegawai negeri sipil, 2 orang tenaga honorer (K2) dan 

8 orang tenaga Kontrak (Sumber Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015). 

B. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten 

Jayawijaya 

a. Komunikasi 

Komunikasi kebijakan diperlukan untuk me~amin sekaligus menjabarkan 

pelaksanaan kebij akan ke dalam praktek sehingga antara aktor pelaksana dari level atas 

sampai para pelaksana dilapangan termasuk anggota masyarakat yang menjadi objek 

serta subyek kebijakan dapat memahami substansi kebijakan sehingga akan lebih 

mudah implementasinya. Adanya komunikasi kebijakan secara efektif diharapkan 

dapat menjamin pelaksanaan kebijakan juga akan menjadi efektif. Karena dengan 

komunikasi yang baik akan melahirkan pemahaman yang sama antara para perumus 

kebijakan, pelaksana dan target kebijakan. Begitu sebaliknya dengan komunikasi yang 

kurang baik maka pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa 

bagaimana pelaksanaan komunikasi yang telah dilakukan dalam implementasi 

kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya yaitu sebagai 

berikut: 

..... bahwa kamunikasi kebijakan selalu dilaksanakan aleh Pemerintah Kabupaten 
Jayawijaya terhadap masyarakat apabila kebijakan tersebut bersifat baru. 
Retribusi parkir adalah merupakan salah kebijakan yang dikeluarkan 
berdasarkan Perda Namar 3 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dan di dalam 
Retribusi parkir juga ada sesuatu yang baru bagi masyarakat di Kata ini yaitu 
parkir berlangganan dan ditempatkannya pas-pas para tempat-tempat parkir 
khusus sehingga perlu dilakukan komunikasi dalam bentuk sasialisasi baik kepada 
para petugas maupun kepada masyarakat meskipun hasil sasialisai tersebut be/urn 
maksimal (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, 
Tanggal, 20April2015). 
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... .. bahwa komunikasi ini selalu dilakukan baik dilakukan melalui orang-perorang, 
me/a/ui media radio, sosialisai digedung maupun pengumuman melalui mobil 
kele/iling hanya dengan terbatasnya biaya belum dapat dilakukan secara terus 
menerus (Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Jayawijaya, tanggal 21 April 2015) . 

..... komunikasi ini sela/u di/akukan setiap tahun baik kepada para wajib retribusi 
maupun kepada para petugas dalam bentuk rekonsiliai datu capaian target 
penerimaan secara berkala dalam rangka memenuhi target pendapatan (Hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset, tangga/ 21 Apri/2015) . 

..... Komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, 
memang se/alu dilakukan, akan tetapi hanya sebatas besaran retribusi yang harus 
dibayarkan dan cara penarikannya, tetapi belum sampai pada prosedur 
penarikannya, sehingga masyarakat kadang-kadang belum mengerti kewajibannya 
ketika me/akukan parkir-parkir di/okasi yang Ielah ditentukan oleh Pemerintah 
Daerah, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara petugas parkir dan 
Masyarakat (Hasi/ Wawancara dengan Petugas Parkir di Pasar Jibama, tangga/ 
23 April 20 15) 

.... komunikasi yang dilakukan o/eh Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika dan instansi terkait lainnya masih kurang dan harus dilakukan secara 
terus menerus dilakukan bahkan kalau perlu melalui para Kepa/a Distrik dan 
Kampung kerena terbukti masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk 
membayar retribusi dan sering me/awan kepada petugas. (Hasil wawancara 
dengan petugas parkir, 23 April 2015). 

Dengan melihat pendapat di atas, tergambar bahwa komunikasi telah dilakukan 

dalarn implementasi kebijakan retribusi parkir, karena komunikasi adalah bagian 

penyampaian informasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Komunikasi menurut 

Willard V dalam Yuwono (1985:3) adalah kegiatan mengajukan pengertian yang 

diinginkan dari penerima informasi. Selanjutnya Davis dalam Yuwono (1985:4), 

memberi batasan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan 

pemahaman dari seseorang kepada orang lain, yang pada akhimya akan berpengaruh 

terhadap pola pikir, sikap dan perilaku seseorang. 

Dalarn implementasi kebijakan peningkatan retribusi parkir ini, melibatkan 

berbagai unsur makro seperti pemerintahan, pelaku usaha, petugas parkir dan 

masyarakat, yang masing-masing di dalarnnya terdiri dari berbagai elemen dan sub 
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elemen. Agar ada sinkronisasi sangat diperlukan komunikasi baik secara internal 

maupun eksternal. Terlebih jika dipahami bahwa bahasa komunikasi (frame of 

reference) antar masing-masing pihak sangat berbeda sekali. Pada hal menurut Will bur 

Scramrn dalam Effendy (1992:13), bahwa komunikasi itu akan berhasil apabila pesan 

yang disampaikan komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reftrence ), 

yaitu panduan pengalaman dan pengertian (collection of experience and meanings) 

yang pernah diperoleh komunikan. 

Pada kegiatan pemugutan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya 

dari sisi komunikasi antara petugas dan wajib retribusi, faktor kornunikasi sangat besar 

pengaruhnya, dimana masyarakat sering tidak menyadari akan pentingnya maksud dan 

tujuan dari pemugutan retribusi parkir tersebut, hasil wawancara dengan informan 

pengguna parkir yaitu sebagai berikut: 

..... kemi tidak keberatan membayar retribusi parkir sepanjang dilakukan dengan 
baik dan transparan baik dari sisi penerimaan dan penggunaan dana yang 
diterimanya, dan iriformasi tersebut harus diterima masyarakat (Wawancara 
dengan masyarakat pengguna jasa parkir, tanggal 23 April 2015) . 

... ... pada prinsipnya komi tidak keberatan membayar retribusi parkir sepanjang 
disampaikan dengan baik kepada masyararkat dan terjadi perbaikan pelayanan 
yang diberikan para petugas juga baik dan maksimal (Wawancara dengan 
masyarakat pengguna jasa parkir, tanggal 23 April 2015) . 

..... komunikasi pelaksanaan retribusi parkir tidak hanya dilakukan dengan media 
sosial, akan tetapi juga harus dilakukan oleh para petugas parkir dilapangan 
sehingga masyarakat menjadi tahu akan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah ((Wawancara dengan masyarakat penggunajasa parkir, tanggal 23 April 
2015). 

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa, jika saja persoalan pemungutan 

retribusi parkir dikomunikasikan!disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah atau pihak 

yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir kepada masyarakat dengan baik, maka 

pada dasarnya warga masyarakat tidak berkeberatan untuk membayar retribusi, sesuai 

dengan beban yang diberikan kepada mereka. Pengalaman mereka selama ini bahwa 
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para pelaku usaha dan mereka sendiri yang melakukan pengaturan terhadap kendaraan 

yang parkir di depan atau jalan ditempat usaha tersebut. Padahal berdasarkan ketentuan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka menjadi 

kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan parkir baik untuk parkir di 

tepi jalan maupun parkir ditempat khusus parkir yang sudah ditetapkan. 

Kesalahpahaman masyarakat seperti itu antara lain disebabkan oleh masih 

kurangnya penyampaian informasi mengenai isi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

retribusi parkir dan peraturan pelaksanaannya, itu kepada seluruh masyarkat di Kota 

Wamena Kabupaten Jayawijaya. Padahal dengan semakin berkembangnya teknologi 

dan media komunikasi, sebagai sarana mengkomunikasikan setiap kebijakan 

pemerintah daerah kepada masyarakat seharusnya sudah tidak ada masalah lagi. Kata 

kuncinya dalam masalah ini adalah pada komitmen dan kemauan politik para 

pelaksana dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat apakah dilakukan atau 

tidak. Dalam kasus implementasi kebijakan penerimaan retribusi parkir, pelaksanaan 

sosialisasinya belum dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat belum faham 

benar tentang esensi dari kebijakan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 20 I I ten tang Retribusi Daerah. 

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan penerimaan retribusi parkir 

di Kota Wamena diperoleh data dan digambarkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut: 

No 
I 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tabel: 4.5 
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Wamena 

Tahun Anggaran 2010 s/d 20I4 

Tahun Anggaran T ar_get (R_ll) Realisasi (Rp) 
2 3 4 

20IO 50.000.000.- 54.000.000.-
20I 1 5 I .230.000.- 61.000.000.-
20I2 400.000.000.- 4I3.382.000.-
20I3 400.000.000.- 391.575.000.-
20I4 230.000.000.- 226. I 83.000.-.. 

Sumber: Dmas Perhubungan Komumkas1 dan Inforrnallka Kab. JayawiJaya 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir dari tahun 

ke tahun mengalami kenaikan meskipun sedikit (kecuali tahun 2013 ke 2014 

mengalami penurunan) atau penurunan penerimaan retribusi parkir tidak terlepas dari 

berbagai masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang belum maksimal 

mengkuminikasikan implementasi retribusi ini kepada masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya pengelolaan retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya 

ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan lnformatika Kabupaten Jayawijaya berdasaran Keputusan Bupati Jayawijaya 

Nomor I 05 Tahun 2011 tentang Penyerahan Kewenangan Retribusi Parkir dari Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Sejalan dengan 

perkembangan pembangunan dan jumlah penduduk yang semakin meningkat, serta 

peningkatan jumlah kendaraan dapat mempengaruhi ketertiban dan keindahan kota ini, 

sehingga diperlukan pengaturan dan pengelolaan parkir di Kota Wamena. Dan Kondisi 

tersebut harus dikamunikasikan dengan seluruh elemen masyarakat yang ada. 

Pemugutan retribusi parkir dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara 

pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung diterima 

(biasanya dalam bentuk uang). Sedangkan alat yang digunakan dalam pemungutan 

retribusi parkir adalah dengan cara diberikan karcis setiap parkir atau stiker setiap 

tahun bagi pengguna parkir berlangganan pada tempat-tempat khusus parkir yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Bab 

IV Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pasal 34 dinyatakan ada perbedaan tarif 

retribusi yaitu untuk kategori parkir harian dan parkir berlangganan yaitu untuk parkir 
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harian sekali parkir untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 

dan untuk kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan untuk 

parkir berlangganaan untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh 

ribu rupiah) per tahun dan roda 4 (empat) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) 

pertahun. 

b. Sumber Daya 

Kondisi pegawai/petugas parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih kurang maksimal, yang disebabkan 

tidak adanya pendidikan dan pelatihan kbusus tentang cara-cara memberikan 

pengelolaan dan penarikan retribusi yang baik. Belum adanya pembinaan secara terns 

menerus dan berkesinambungan kepada para petugas juga dipengaruhi oleh rendahnya 

pengetahuan aparat penanggung jawab langsung dilapangan tentang pengelolaan 

retribusi ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diperoleh 

informasi yaitu sebagai berikut: 

... .. para petugas parkir yang ada pada Dinas perhubungan Komunikasi dan 
Informatika masih sangat terbatas, yang ada adalah para tenaga kontrak, 
sehingga apabila mereka berhalangan para pegawai yang ada terpaksa harus 
menggantikan, dengan kondisi ini maka tidak ada transfer pengetahuan secara 
berjenjang yang dapat dilakukan (Hasil wawancara dengan Kabid Perhubungan 
dan Transportasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 
April 2015) . 

.... Kami sebagai penaggung jawab pelaksanaan parkir belum pernah dibekali 
secara khusus terkait dengan manajemen dan pengelolaan retribusi parkir secara 
khusus, sehingga kami masih mengalami hambatan dalam pengendalian tugas­
tugas (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat Pada 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 April2015) . 

..... Kami petugas lapangan adalah tenaga kontrak yang mempunyai keterbatasan 
dari sisi pengetahuan pengelo1aan, sementara pendapatatan yang kami terima 
sangat terbatas dan akan berpangaruh terhadap kesejahteraan yang kami terima 
sehingga menghambat tugas-tugas kami, namun kami berusaha memberikon 
pelayanan yang terbaik (Hasil wawancara dengan petugas retugas parkir di 
Bandara, tanggal 22 April 2015). 
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.... Kami petugas lapangan di lokasi pasar jibama sang at tertekan dari tekanan 
masyarakat yang sering melawan, sehingga kami harus ditunjang dengan 
kemampuan untuk mengatasi hal tersebut, namun kami tetap memberikan 
pelayanan yang terbaik (Hasil wawancara dengan petugas retugas parkir di Pasar 
Jibama, tangga/22 Apri/2015) . 

... . Kami petugas parkir di lokasi pasar Petikelek perlu mendapatkan peningkatan 
pengetahuan penge/olaan retribusi parkir secara baik sehingga dapat membabtu 
memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat (Hasil wawancara dengan 
petugas retugas parkir di Pasar Petike/ek, tanggal 22 April 2015). 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para petugas retribusi parkir diketahui 

bahwa pengetahuan para petugas pemungut retribusiparkir yang ada pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih sangat kurang. Berdasarkan hasil 

wawancara dan pengamatan dilapangan kondisi tersebut dapat disiasati dengan 

pelayanan yang ramah dan transparan oleh para petugas, yang dapat berdampak positif 

pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada fungsi pelayanan parkir oleh Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika sendiri. "Intinya masyarakat 

mengedepankan transparansi dan tidak peduli dengan pengetahuan yang dimiliki 

pegawai" (Soetopo. 1999:56). 

Selain sumber daya aparat yang masih terbatas, dukungan anggaran untuk 

memaksimalkan pelayanan parkir juga masih rendah. Hal ini terlihat dari alokasi 

anggaran untuk operasionalisasi parkir serta untuk menjamin terlaksananya 

pengelolaan parkir masih sangat kurang. Dengan pengelolaan parkir yang belum 

optimal menyebabkan kendaraan belum tertib dan semrawut. Karena itulah sebagian 

besar anggota masyarakat enggan untuk membayar retribusi parkir. Selain itu 

dukungan sarana prasarana dan sumber daya finansial utuk memberikan honor lebih 

kepada para pegawai yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan 

retribusi parkir maupun para petugas pemungut retribusi juga dirasakan masih kurang. 

Hal tersebut terungkap dengan dalam wawancara sebagai berikut: 
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..... Dukungan sarana prasarana dan anggaran dalam pengelolaan parkir ini 
masih sangat terbatas, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah masih 
sebatas honorarium para petugas dilapangan akan tetapi belum menyangkut 
operasionalnya, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu akan sangat sulit 
memaksimalkan tugas-tugas (Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan lriformatika, tangga/21 Apri/2015) . 

..... Dukungan anggaran sangat terbatas sehingga komi belum dapat melakukan 
penambahan dan perbaikan sarana prasarana yang rusak diantaranya pos-pos 
jaga dan mesing-mesin pencatat, sehingga kondisi tersebut juga akan 
menghambat implementasi kebijakan parkir ini (Hasi/ wawancara dengan Kepa/a 
Bidang Perhubungan dan Transportasi, tangga/21 Apri/2015). 

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa dukungan anggaran dan sarana 

prasarana dalam implementasi kebijakan retribusi parkir ini masih sangat minim, 

sehingga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika belum dapat melaksanakan 

tugasnya dalam pemungutan retribusi parkir dengan maksimal. 

c. Sikap dan Disposisi Aparat. 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan 

informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan 

dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 

b. Penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika serta pelayanan 

umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif; 

d. Pelaksanaan pengelolaan UPTD; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 
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Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, dan berdasarkan hasil 

wawancara ternyata sikap aparatur birokrasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi 

parkir masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan 

beberapa Informan berikut ini: 

.... silwp aparatur birokrasi belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan 
tanggung jawab secara penuh, yang disebabkan o/eh masih berorientasi pada 
pimpinan tidak berorientasi pada tanggung jawab dan loyalitas terhadap 
pekerjaannya sehingga masih sering terjadi ketidakmaksimalan dalam 
melaksanakan tugas (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika, tangga/21 Apri/2015) 

.... kami tidak dibekali secrara khusus pengetahuan dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, dan pada lokasi-/okasi tertentu memang tidak dipungkiri 
sering terjadi para petugas sering meninggalkan lokasiltempat tugas karena situasi 
keamanan yang tidak Kondusif (Hasil wawancara dengan Petugas Parkir Pasar 
Jibama, tangga/22 Apri/2015). 

Dari pendapat di atas terlihat bahwa belum ada peningkatan pemahaman tugas 

pokok dan fungsi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, sehingga banyak 

aparatur masih bersifat menunggu atas perintah atasnnya. Dengan melihat pendapat di 

atas maka proses pelayanan belum dapat berjalan secara maksimal. Proses pelayanan 

dikatakan berjalan dengan baik menurut Suprihanto. J (1999:39) yaitu: 

Apabila penyedia jasa memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan 
dan mutu disebut proses pelayanan yang ada berjalan dengan baik jika penyedia 
jasa memberikan pelayanan yang setara dengan harapan pelanggan, sebaiknya 
dikatakan jelek jika memperoleh pelayanan yang lebih rendah dari harapannya. 

Sementara itu sikap aparat dalam proses pelayanan yang diberikan diharapkan 

antara lain mengandung kemudahan, kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketetapatan, 

kepastian hukum dan keadilan. Pelaksanaan pelayanan perpakiran yang diberikan oleh 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal ini para petugas parkir 

secara umum belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sikap aparat yang 

belum menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat dan cenderung bersifat arogan 

serta berorientasi pada pejabat atasnya, keadaan ini mengakibatkan kelambanan dalam 
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proses pelayanan karena aparat yang cenderung memenuhi tuntutan target melalui 

laporan-laporan formal kepada atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan 

masyarakat menjadi dikesampingkan. 

Persepsi birokrasi (aparatur) terhadap proses pelayanan kepada masyarakat masih 

terbatas pada pemahaman yang normatif tentang proses terse but, yang lebih cenderung 

menunjukkan pemahaman yang kaku dan berorientasi pada tugas demi pencapaian 

target. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayat dan Sucherly (I 986:87-88) yang 

mengemukakan bahwa: 

Pada umumnya organisasi pemerintahan sering menghadapi tiga masalah yang 
meliputi kurang efektif, efisien dan mutu pelayanan yang kurang. Budaya yang 
berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari organisasi 
birokrasi. Ciri lainnya adalah adanya budaya peran artinya semua pekerjaan 
dilakukan secara rutin, teratur sitematik. Selain itu kekuatan dan kewenangan yang 
disalurkan melalui peraturan dan prosedur. Kombinasi budaya yang berorientasi 
kepada target dan peran tersebut membentuk suatu sikap pandang yang mengacu 
pada kegiatan (activity) dan pertanggung-gugatan (accountability). Kelemahan dari 
kedua sikap tersebut adalah aspek hasil (result) dan aspek mutu pelayanan kurang 
mendapatkan porsi yang sesuai. 

Berdasarkan pendapat di atas, terungkap bahwa sikap pandang dan praktek 

manajemen yang kurang mengacu kepada hasil (result oriented), serta budaya yang 

kontra produktif telah menjadi faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan yang 

diberikan oleh birokrasi pemerintahan. Untuk mengatasi budaya tersebut sikap 

pandang yang terlalu berorientasi pada kegiatan dan pertanggungjawaban perlu 

dikombinasikan dengan orientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Proses pelayanan selalu dipandang sebagai kegitan rutin, oleh lembaga-lembaga 

teknis dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks pemahaman seperti ini proses 

pelayanan selalu diartikan sebagai kegiatan yang jika ia mendapat justifikasi dalam 

kewenangan pemerintah. Pemahaman seperti ini sangat kuat terlihat dalam pengamatan 

dalam wawancara penulis kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

selaku SKPD yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengelolaan parkir dan 

16/41750.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



89 

Bidang Perencanaan Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset dalam hal ini sebagai penanggung jawab dalam perencanaan pendapatan atas 

pungutan retribusi parkir. 

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya masih berorientasi pada peningkatan target 

penerimaan nominal dari sektor retribusi parkir tetapi belum sepenuhnya diimbangi 

dengan upaya perbaikan pengelolaan parkir secara menyeluruh dan berkelanjutan 

kepada masyarakat. Hal seperti ini mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan 

kebijakan retribusi parkir, sebab masyarakat hanya mau membayar retribusi kepada 

pemungut jikalau pelayanan yang diberikan juga baik, apalagi jika pelaksanaan 

pemugutan itu tidak bersifat memaksa, dalam arti tidak diikuti dengan pemberian 

sanksi jika masyarakat melalaikan kewajibannya. 

Budaya yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari 

organisasi birokrasi. Ciri lainnya adalah adanya budaya peran artinya semua pekerjaan 

dilakukan secara rutin, teratur sistematik. Selain itu kekuatan dan kewenangan yang 

disalurkan melalui peraturan dan prosedur. Kombinasi budaya yang berorientasi 

kepada target dan peran tersebut membentuk sikap pandang yang mengacu kegiatan 

(activity) dan pertanggung jawaban (accountability). Kelemahan dari kedua sikap 

tersebut adalah aspek basil (resu/lt) dan aspek mutu pelayanan kurang mendapatkan 

porsi yang sesuai. Kasus serupa juga ditemukan dalam penyelenggarakan kebijakan 

retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. 

Perhatian pada upaya mengejar target realisasi penerimaan dari retribusi tanpa 

disertai dengan upaya perbaikan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan parkir 

menjadikan masyarakat apatis dalam membayar retribusi. Pendekatan target seperti itu 

bukan berhasil memperoleh prestasi yang baik melainkan justru menjadi kontra 

produktif. lmplementasi kebijakan retribusi parkir seyogyanya diimbangi dengan 
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upaya perbaikan mutu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai 

pengelolaan retribusi parkir. 

Kondisi petugas parkir pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih kurang yang disebabkan tidak adanya 

pendidikan dan pelatihan khusus tentang cara-cara memberikan penarikan retribusi 

yang baik. Belum adanya pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan 

kepada para petugas juga dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran dan rendahnya 

pengetahuan aparatnya. Hasil wawancara dengan informan tentang kondisi tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

... .permasalahan keterbatasan anggaran menjadi masalah pokok dalam 
peningkatan sumber daya aparatur pengelolala retribusi parkir, dari sisi 
perencanaan kami telah mengusulkan program peningkatan sumber daya aparatur 
tersebut, namun sampai sekarang belum terjawab, sehingga kami minta kepada 
para petugas dengan keterbatasan tersebut tetap memberikan pelayanan yang 
terbaik (Hasil dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 
tangga/21 Apri/2015) . 

.... Petugas yang ditempatkan pada Pos-Pos penjagaan parkir dan ditepi jalan 
umum adalah pegawai honor, yaitu pegawai yang tidak menguasai permasalahan 
tentang maksud dan tujuan retribusi parkir. Mereka ditugaskan langsung 
berdasarkan dengan kebutuhan meskipun dengan pengetahuan dan pengalaman 
yang pas-pasan, namun mereka harus melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak 
yang ditanda tangani (Wawancara dengan Kepala Bidang Perhubungan dan 
Transportasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 
April 2015) . 

..... dalam rangka memberikan dukungan terhadap sumber daya yang ditempatkan 
dilapangan, dari sisi ketenagaan kadang-kadang juga dilakukan penambahan 
tenaga dari unsur PNS apalagi untuk hari-hari libur yang petugasnya 
melaksanakan ibadah, sementara itu terkait dengan dukungan keuangan masih 
sangat terbatas khususnya dalam rangka memberikan kesejahreraan kepada para 
petugas, namun kondisi tersebut tidak boleh menghambat pelayanan (Wawancara 
dengan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat Bidang Perhubungan dan 
Transportasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, tanggal 22 
April 20 15). 

Dari wawancara di atas tegambar bahwa selain sumber daya aparat yang masih 

terbatas, dukungan anggaran untuk memaksimalkan implementasi kebijakan retribusi 

parkir juga masih rendah. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk operasionalisasi 
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parkir untuk menJarnm terlaksananya pengelolaan parkir masih sangat kurang, 

sehingga menyebabkan implementasi kebijakan ini hasilnya belum maksimal. Selain 

terbatasnya anggaran dalarn pengelolaan retribusi, dalarn hal peningkatan sumber daya 

aparatur dalarn mendukung tugas-tugas implementasi tersebut juga belum beijalan 

dengan baik, meskipun Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika telah 

merencanakan dan mengusulkan program tersebut pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada tahun berjalan. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi berkaitan dengan rentang kendali dalam manajemen serta proses 

koordinasi dalarn pelaksanaan kegiatan dalarn organisasi yang dapat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan organanisasi. Struktur yang terlalu besar dengan 

hirarkis yang banyak menjadi salah satu penyebab larnbannya proses pelaksanaan 

tugas-tugas dalam organisasi karena banyak pos meja dan bagian yang harus dilewati. 

Sebaliknya struktur yang sederhana memungkinkan adanya percepatan dalarn 

pelaksanaan pekerjaan. Hanya saja struktur yang sederhana dengan beban kerja yang 

besar memungkinkan terjadinya overlapping atau tumpang tindih dalam pekerjaan. 

Kalau hal ini dibiarkan akan berdarnpak pada penumpukkan pekerjaan dan pekerjaan 

sulit dikontrol. Karena itu setiap organisasi selalu mencari atau berusaha membangun 

struktur yang ideal guna memastikan terciptanya level hirarkhi yang tidak banyak, 

struktur sederhana dengan beban tugas yang proporsional. 

Dalarn hal implementasi kebijakan retribusi parkir pembagian tugas melibatkan 

beberapa unit keija di luar Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika seperti di 

Pos-pos jaga, petugas parkir jalanan dan petugas sarnsat yang memanfaatkan loket 

pembayaran pajak kendaraan bermotor, untuk memberikan kesempatan bagi 

masyarakat yang akan menggunakan jasa parkir berlangganan, yang dapat dijelaskan 
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dengan alur dimulai dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 

Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi, Kepala Seksi Manltiemen Lalu Lintas 

Darat dan Para petugas pemungut. 

Dari alur tersebut terlihat bahwa penanggungjawab penarikan retribusi parkir tetap 

di bawah kendali Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sementara 

yang membantu pelaksanaan tugas pemugutan diserahkan Kepala Bidang Perhubungan 

dan Transportasi, khususnya Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas yang memunyai 

tugas pokok dan fungsi dalam bidang retribusi parkir serta para petugas pemungut 

dilapangan. 

Sementara itu dalam struktur organisasi yang ada belum tergambar, siapa yang 

menjadi petugas pemberi layanan parkir atau petugas parkir. Semua jabatan yang ada 

belum ada yang secara khsusus untuk memberikan pelayanan perpakiran. Hal itu 

menujukkan bahwa kepedulian terhadap pelayanan sangat tinggi, namun belum 

dibarengi dengan penempatan pejabat dan uraian tugas dan fungsi secara jelas. Dalam 

rangka melaksanakan implementasi retribusi parkir keberadaan Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang mempunyai tugas melakukan 

pemungutan dilapangan menjadi penting. Untuk mengetahui bagaimana struktur 

organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

I 
I I I 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
UMUMDAN KEUANGAN KEUANGAN 

KEPEGAWAIAN 

BIDANG BIDANG BIDANG 
PERHUBUNGAN DAN PELA Y ANAN KOMUNIKASI PELAY ANAN KOMUNIKASI 

TRANSPORT AS! DAN IN FORMA TIKA DAN INFORMATIKA 

I L 
BIDANG SEKSI PEMBERDA Y AAN SEKSI PERS PELIPUT AN DAN 

SEKSI MANAJEMEN KELOMPOK KOMUNIKASI PENERBITAN 
LALULITAS DARA T SOSIAL 

I 
SEKSI SARAN A DAN SEKSI PELA Y ANAN MEDIA SEKSI MEDIA TRADISIONAL 

PRASARANA 
TRANSPORT AS! 

ELEKTRONIK DAN 
INFORMASI MOBIL 

SEKSI SEKSI POS DAN SEKSI PROMOSI DAN 
KEBANDARUDARAAN TELEKOMUNIKASI PAMERAN 

I UPTD I 

Sumlier: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 

Dari struktur oranganisasi tersebut di atas, memang belum tergambar secara jelas 

jabatan yang secara khusus membawahi dan menangani retribusi parkir. Hal tersebut 

didukung hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: 

..... pemungutan retribusi parkir sementara ini be/urn maksimal, Karen tidak ada 
pejabat stuktura/ yang secara khusus menangani masalah tersebut, sehingga 
pelaksanaannya tidak maksimal karena struktur birokrasinya terlalu besar. Kami 
berharap bahwa tugas-tugas tersebut dilakukan o/eh Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(UPTD) sehingga akan mempercepat proses pe/ayanan kepada masyarakat (Hasil 
wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 
tanggal, 21 April 20 15). 

..... penanganan retribusi parkir memang be/urn tergambar secara je/as dalam 
struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika 
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Kabupaten Jayawijaya, karena untuk menangani masalah perpakiran tersebut 
seharusnya didukung dengan UPTD yang secara khusus menangani perpakiran. 
Melihat perkembangan kota dan penambahan jumlah kendaraan yang semakin 
banyak maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Jnformatika seharusnya sudah 
memikirkan hal tersebut sehingga tugas-tugas pemungutan menjadi maksimal 
(Hasil wawancara dengan Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda 
KabupatenJayawijaya, tangga/21 Apri/2015). 

Dengan pemyataan informan di atas, dari banyaknya permasalahan yang dihadapi 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan retribusi parkir, 

maka pembentukan UPTD perpakiran menjadi salah satu solusi untuk memaksimalkan 

pungutan retribusi, karena pengelolaannya menjadi jelas dengan birokrasi yang pendek 

sehingga permasalahan yang ada akan cepat tertangani. Dengan dibentuknya UPTD 

maka diharapkan fokus pelayanan pemungutan retribusi parkir menjadi semakin 

terarah sehingga target yang ditetapkan akan tercapai bahkan akan dapat dilampaui. 

Dari struktur organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Ielah memenuhi kreterian suatu organisasi yaitu: unsur kepala, unsur staf 

dan unsur pelaksana. Dengan struktur organisasi demikian sebagaimana dikatakan oleh 

Winardi (1990:336) menunjukkan suatu struktur organisasi yang berguna untuk 

memastikan prediktabilitas, dengan penggarisan pekerjaan yang dijelaskan garis-garis 

otoritas dan tanggung jawab serta tampak pula arus informasi dari puncak ke dasar. 

Struktur organisasi yang demikian menunjukkan adanya kerangka hubungan satuan-

satuan organissi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang 

masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. 

Sementara itu secara operasional dilapangan dalam implementasi kebijakan 

retribusi parkir diperoleh gambaran bahwa dua organisasi yang bertanggung jawab 

yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab secara 

operasionallapangan, sementara itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

bertanggung jawab secara perencanaan dan pengawasan dapat dijelaskan dalam 

16/41750.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



95 

Kebijakan sistem penarikan retribusi parkir berpedoman kepada mekanisme retribusi 

daerab dengan dengan jalur-jalur sebagai berikut: 

I). Jalur karcis/stiker/alat pelengkap pemungut/pembayaran retribusi: 

a. Karcis/stiker/alat pelengkap pemungut/pembayaran retribusi dipersiapkan oleh 

Pemerintab Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika; 

b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyerahkan karcis dan stiker 

kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk dilakukan 

porporas1; 

c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengembalikan karcis dan 

stiker yang telab dilakukan porporasi kepada Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatikan untuk selanjutnya didistribusikan kepada petugas-petugas 

pemungut retribusi; 

d. Petugas pemugut dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melayani 

dan melaksanakan pemugutan dengan menyerahkan karcis dimaksud kepada 

wajib retribusi; 

2). Jalur pembayaran dan penyetoran ke kas Daerah, petugas pemungut menerima 

pembayaran atas pungutan retribusi parkir. Petugas parkir harus menyetor tiap hari 

seluruh penerimaan atas pembayaran retribusi parkir kepada Bendabara Penerima 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan. Bendabara penerima Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatikan setelah menerima setoran dari hasil 

retribusi parkir sesuai waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerab selanjutnya 

menyetorkan hasil penerimaan ke Kas Daerah. 

3). Jalur Pertanggungjawaban, Bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatikan wajib menyampaikan daftar pertanggungjawabkan seluruh 
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penerimaan/penyetoran yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal I 0 

bulan berikutnya kepada Bupati Jayawijaya melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset; 

4). Jalur laporan penerimaan Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatikan wajib melaporkan seluruh hasil penerimaan retribusi parkir kepada 

Bupati selambat-lambatnya tanggal I 0 bulan berikutnya, dalam hal ini disampaikan 

kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan tembusan 

Bupati sebagai laporan; 

Secara struktur birokrasi implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena 

Kabupaten Jayawijaya belum didukung peraturan yang mendukung organisasi tersebut 

untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal, hal tersebut terungkap dari hasil 

wawancara dengan informan sebagai berikut: 

... . Kebijakan penararikan restribusi perkir be/urn didukung dengan peraturan 
yang rnernadai, idialnya ketika Peraturan Daerah Nornor 3 Tahun 2011 tentang 
retribusi diundangkan diikuti dengan Peraturan Bupati Pelaksanaan, dan 
Keputusan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaannya, berikut dengan standar 
operasional prosedur yang harus dilakukan ((Hasil wawancara Dengan Kepa/a 
Bagian Hukurn dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayawijaya, tanggal 21 
April 20 15) . 

..... Mekanisrne penarikan retribusi parkir di Kat a Warnena Kabupaten Jayawijaya 
telah disesuaikan dengan rnekanisrne panarikan retribusi daerah dengan 
rnelibatkan Dinas Pendapatan Pengelo/aan dan Aset untuk rnelakukan porporasi 
dan dihitung untuk selanjutnya diserahkan kernbali kepada Dinas Perhubungan 
Kornunikasi dan lnforrnatika untuk dilaksanakan (Wawancara Dengan Kepala 
Bidang Pendapatan pada DPPKA, tangga/21 April 2015) . 

..... Pelaksanaan kebijakan penarikan ritribusi parkir yang ada dan dilaksanakan 
o/eh Dinas Perhubungan Kornunikasi dan Inforrnatika rnasih sebatas pada Perda 
Nornor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Bupati Nornor 105 
Tahun 2011 tentang Pelirnpahan Kewenangan Penarikan Retribusi Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada SKPD di lingkungan 
Pernerintah Kabupaten Jayawijaya dan untuk retribusi parkrir jatuh kepada Dinas 
Perhubungan dan Inforrnatika, sernentara itu terkait dengan peraturan 
pelaksanaan terkait perda dirnaksud sarnpai sekarang be/urn ada terrnasuk juknis 
dan SOP nya. (Wawancara dengan Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi, 
tanggal 21 April 2015). 
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.... Karena Perbub pelaksanaan, juknis dan SOP penerimaan retribusi parkir belum 
ada maka untuk me/aksanakan tugas-tugas pemungutan masih terbatas pada 
Perda Retribusi dan Keputusan Bupati tentang pelimpahan, sehingga 
pengetahuian petugas lapangan akan tanggung jawabnya masih sangat terbatas 
(Wawancara dengan Petugas Parkir, tanggal 22 April 2015) . 

..... Pada prinsipnya kami masyarakat tidak keberatan dengan mekanisme dan 
besaran pungutan retrihusi parkir di Kota Wamena sepanjang dike/ala dengan 
baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya para petugas betul­
betul memberikan bukti parkir kepada pengguna (Wawancara dengan Masyarakat 
Pengguna, tangga/22 Apri/2015). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, temyata Kebijakan retribusi parkir 

di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya telah sesuai dengan mekanisme panarikan 

retribusi daerah, namun belum didukung peraturan pelaksanaan secara lengkap, 

sehingga dilapangan masih ditemukan ketidakpatuhan baik dari sisi petugas lapangan 

maupun masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga 

kondisi tersebut perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan 

penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. 

Sesuai kebijakan penerimaan retribusi, maka penerimaan retribusi yang telah 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan telah disetorkan 

ke kas daerah, maka Dinas Perhubungan membuat laporan secara berkala kepada 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, selanjutnya Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset wajib menyampaikan laporan seluruh hasil 

pendapatan daerah kepada Bupati. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan 

teknis pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang termasuk dalam pemungutan 

Retribusi Daerah di Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang secara operasional berdasarkan Peraturan 

Bupati Jayawijaya Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan 

dengan tugas pokok melakukan koordinasi dan melaksanakan pemungutan pendapatan 
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daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang pendapatan mempunyai 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan koordinasi; 

b. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan Wajib Pajak daerah dan wajib retribusi daerah; 

c. Pelaksanaan penetapan besamya pajak daerah dan retribusi daerah 

d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah 

dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

e. Pengkoordinasian, pengawasan, pekerjaan penagihan pajak daerah dan retribusi 

daerah serta penerimaan daerah lainnya, penagihan pajak bumi dan bangunan yang 

dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah; 

f. Pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian operasional dibidang pendataan, 

penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan daerah lainnya 

serta PPB; 

g. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

daerah lainnya serta PBB; 

h. Penyusunan dan perhitungan target yang bersumber dari pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan daerah lainnya; 

Atas dasar tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Bidang 

Pendapatan pada Dinas Pendapatan memiliki kewenangan untuk melakukan 

pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan retribusi parkir ini. 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Jayawijaya adalah dengan 

melakukan rekonsiliasi data capaian target dan kendala-kendala yang dihadapi 

dilapangan untuk mencapai target yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam setiap 

triwulan. 
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2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi 

Parkir di Kota Warnena Kabupaten Jayawijaya 

a. Faktor Pendukung 

Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan kebijakan itu sendiri atau lebih dikenal dengan faktor pendukung. Faktor 

pendukung ini bisa berasal dari dalam maupun luar organisasi dan bersifat positif 

karena akan mendukung keberhasilan kebijakan yang dilakukan. 

Adapun peta permasalahan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena Kabupaten Jayawijaya terungkap dari wawancara yang dilakukan dalam 

rangka mengidentifikasi faktor yang mendukung kebijakan tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

... .. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mempunyai Political will yang tinggi, 
kemampuan po/itik dalam bentuk komitmen pemimpin daerah mengenai 
pengelolaan retribusi parkir menjadi kata kunci utama untuk melaksanakan 
kebijakan terse but. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyadari bahwa retribusi 
parkir adalah salah satu retribusi yang dapat dikembangkan di Kota Wamena, 
dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan areal parkir akibat perkembangan 
kola yang semakin kondusif (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Daerah 
Kabupaten Jayawijaya, tangga/20 April 2015) . 

..... Dalam era otonomi ini kami memiliki kewenangan dalam pemilihan dan 
perumusan kebijakan pengelo/aan parkir. Adanya kewenangan tersebut menjadi 
sebuah kekuatan yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan retribusi parkir 
baik dari sisi penyusunan regulasi maupun pelaksanaannya sehingga kami bisa 
melaksanakannya sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat yang ada di 
Kabupaten Jayawijaya (Hasil Wawancara dengan Kepala dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika, tanggal 21 April 20 15). 

..... Yang menjadi pendukung Kebijakan restribusi perkir adalah Pemerintah 
Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
retribusi daerah dan Keputusan Bupati Nomor 105 tahun 2011 tentang 
Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam penarikan 
retribusi sehingga itu menjadi pinjakan dalam penarikan retribusi parkir (Hasil 
wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda 
Kabupaten Jayawijaya, tanggal 21 April 20 15) . 

..... Faktor dukungan sumber daya. para pelaksana di pemerintahan, memiliki 
kesempatan luas untuk menyusun perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa 
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peningkatan sumber daya finasial, SDM maupun tambahan jumlah peralatan 
adalah sesuatu yang penting sehingga implementasi kebijakan retribusi parkir 
dapat berjalan sesuai dengan target yang Ielah ditetapkan (Hasil Wawancara 
dengan Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi, tanggal 22 April 2015) . 

..... Meskipun belum ada pejabat yang secara struktur membidangi dan membawahi 
pengelolaan retribusi parkir ini secara khusus, namun dengan keorganisasian 
(SKPD) yang sudah terbentuk dan jaringan kerja (koordinasi) yang sudah 
terbangun telah dapat memberikan manfaat didalam implementasi kebijakan 
retribusi parkir ini secara baik, karena masing-masing Ielah mengetahui perannya 
sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan meskipun belum maksimal (Hasil 
Wawancara dengan Kepala seksi Manajemen Lalu Lintas Darat Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, tanggal 22 
April 20 15) . 

..... Kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan 
retribusi parkir ini sudah mulai tumbuh. Hal ini terlihat dari partisipasi mereka 
dalam membayar retribusi dan kepatuhan dalam pelaksanaan perpakiran sedikit 
demi sedikit sudah mulai mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh para petugas di 
lapangan (Hasil wawancara dengan petugas parkir di Bandara Wamena, pada 
tanggal23 April2015). 

Dari hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan 

pelaksanaan kebijakan retribusi parkir, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah 

memiliki ketegasan dan komitmen untuk melaksanakannya secara konstisten dan 

berkesinambungan implementasi kebijakan retribusi parkir ini. Tanpa ketegasan, 

komitmen dan kesungguhan pimpinan dalam hal ini Bupati dan SKPD terkait serta 

pemegang hak eksekusi terhadap anggaran seperti DPRD sangat berpengaruh terhadap 

hasil akhir dari komitmen ini. Dukungan para anggota legislatif juga sangat 

menentukan. Hal itu sangat terkait dengan disposisi aparat dalam memahami arti 

penting dari kebijakan itu sendiri (Edward Ill). Dalam impelemntasi kebijakan retribusi 

parkir terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memiliki keinginan kuat untuk 

melaksanakan kebijakan ini dengan baik, meskipun di dalam pelaksanaannya masih 

sering ditemukan banyak kekurangan. 

Sementara itu kewenangan yang luas ditingkat lokal, baik oleh institusi politik 

dalam perumusan kebijakan, maupun selaku eksekutif, memberikan kesempatan 
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kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya khususnya SKPD terkait untuk 

mencari dan merumuskan sistem, operasional dan proses pengelolaan parkir secara 

kreatif untuk menangani masalah perpakiran, dan memenuhi target penerimaan dari 

sektor retribusi parkir dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Dukungan organisasi 

dan birokrasi lain dalam konteks ini menjadi faktor pendukung keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Warnena Kabupaten Jayawijaya. 

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir dan Keputusan Bupati Nomor 105 Tahun 2011 

tentang pelimpahan kewenangan tersebut. Dengan demikian sudah ada landasan 

hukum yang kuat untuk menetapkan besaran retribusi dan melakukan penarikan 

kepada masyarakat sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat beljalan dengan 

baik. 

Sementara itu dukungan sumber daya mutlak diperlukan dalam rangka 

implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena. Pimpinan SKPD'memiliki 

peluang yang tinggi untuk meyakinkan pemimpin daerah tentang pentingnya 

pelaksanaan kebijakan retribusi parkir. Adanya kewenangan dalam mengelola 

anggaran dan program menjadi kekuatan bagi terlaksananya kebijakan retribusi dengan 

baik. Sumber daya manusia yang banyak, menjadi modal utama untuk mendorong 

terwujudnya pelayanan perpakiran secara maksimal sekaligus sebagai kekuatan dasar 

dalam meningkatkan mutu pelayanan serta mengelola pungutan retribusi sektor 

perparkiran secara berkelanjutan. 

Keorganisasi (SKPD) yang sudah terbentuk dan jaringan kelja (koordinasi) yang 

sudah terbangun antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan instansi 

lain seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Sarnsat, yang telah 

bekerja sama dalam penarikan retribusi parkir berlangganan kepada pelanggan. 
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Adanya jaringan kerja ini merupakan sebuah kekuatan yang dapat mendorong 

terwujudnya pelaksanaan kebijakan peningkatan retribusi parkir secara baik, terutama 

dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan 

perpakiran. Kondisi ini menurut Edward III terkait dengan kemampuan koordinasi 

dengan para pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perpakiran. 

Masyarakat sudah sadar membayar retribusi parkir, selain itu faktor dukungan 

teknologi informasi juga dapat memudahkan para pelaksana melakukan sosialisasi 

kebijakan kepada semua elemen masyarakat agar isi kebijakan lebih mudah dipahami. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan di atas, maka beberapa faktor 

pendukung implementasi kebijakan retribusi parkir diantaranya: 

Pertama, perkembangan sektor swasta dalam jasa pelayanan perpakiran, 

perkembangan sektor swasta menjadi peluang pengembangan kebijakan ini, sebab 

semakin banyak usaha swasta semakin besar potensi retribusi parkir, yang berarti 

peluang untuk mendapatkan penerimaan retribusi parkir juga semakin bertambah; 

Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, adanya pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dimasyarakat adalah peluang besar bagi pelaksanaan kebijakan pemugutan 

retribusi parkir, sebab dengan peningkatan pendapatan perkapita menjadikan 

masyarakat tidak terbebani lagi dengan pungutan retribusi parkir. Bagi masyarakat 

yang sudah memiliki pendapatan yang tinggi, pungutan retribusi dinilai ringan sebab 

jumlah nominalnya tidak seberapa dibandingkan dengan pendapatannya yang relatif 

tinggi dan membaik; 

Ketiga, keadaran masyarakat tinggi. Adanya kesadaran masyarakat tinggi untuk 

membayar retribusi parkir merupakan sebuah peluang, karena masyarakatlah yang 

menjadi pembayar retribusi parkir. Adanya kesadaran membayar retribusi parkir yang 
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tinggi perlu dipelihara, dan diimbangi dengan pemberian pelayanan perpakiran dan 

pengelolaannya yang semakin baik dan berkualitas. 

Keempat potensi objek pelayanan perpakiran, jumlah penduduk yang semakin 

bertambah, perkembangan kota yang semakin baik serta bertambahnya jumlah 

kendaraan dari waktu kewaktu semuanya merupakan peluang yang mendukung 

pelaksanaan kebij akan retribusi parkir di Kota W amena, karena selain menambah 

jumlah pembayar juga akan meningkatkan nominal pembayaran. 

Kelima kerja sama dengan samsat dalam pembayaran retribusi parkir. Adanya kerja 

sama yang sudah terbangun dengan Instansi terkait khususnya Samsat Wamena khusus 

parkir berlangganan merupakan sebuah peluang yang dapat terus dipelihara dan 

dikembangkan untuk menjamin kepastian penerimaan. 

Pengembangan kerja sama dan partisipasi lembaga lain penting sebagai sebuah 

program bersama dengan masyarakat luas, untuk memperkuat dukungan publik akan 

perlunya memaksimalkan pembayaran retribusi parkir guna membantu pelaksanaan 

kebijakan ini. Memberdayakan masyarakat merupakan suatu sinergi yang sangat 

bermanfaat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitasi pengelolaan retribusi 

parkir. Para pengelola merupakan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan 

kualitasnya dan ditingkatkan jumlah disertai dengan menaikkan tunjangannya secara 

memadai, guna menjamin adanya kerja keras dari petugas, dan perlu disertai dengan 

dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 

Sementara itu proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Hom 

ditentukan oleh antara lain: (a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, dimana tujuan­

tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi 

dan diukur secara tepat. Jika tidak maka implementasi tidak dapat berhasil atau 

mengalami kegagalan; (b) Sumber-sumber kebijakan seperti dana atau perangsang 
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(incentive) lain yang mendorong dan memperlencar implementasi secara efektif, (c) 

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan. lmplementasi dapat berjalan 

efektif hila disertai dengan ketepatan komunikasi an tar para pelaksana atau koordinasi 

baik, (d) karakteristik badan-badan pelaksana, yang memiliki kaitan yang erat dengan 

struktur birokrsi sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan; 

(e) Kondisi lingkungan kebijakan itu sendiri, baik lingkungan sosial, budaya dan 

ekonomi, yang semuanya dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam 

pencapaian implementsi kebijakan, (f) Kecenderungan atau sikap para pelaksana 

seperti kecenderungan mengutamakan diri sendiri yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian kebijakan (Winarno 2002: II 0). 

b. Faktor-Faktor Penghambat 

Keberhasilan implementasi kebijakan, selain ditentukan oleh faktor pendukung 

yang memadai, juga dipengaruhi faktor penghambat yang harus dan perlu diatasi untuk 

menjamin terlaksananya kebijakan terse but secara baik, karena dari faktor penghambat 

tersebut dapat menyebebkan kegagalan implementasi sebuah kebijakan. 

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir Kota Wamena 

Kabupaten Jayawijaya terdapat beberapa faktor penghambat yang terungkap dari hasil 

wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut: 

..... Kualitas sumber daya manusia pemungut yang relatif rendah, baik pendidikan 
maupun kamitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas sebagai petugas pada 
pos-pos jaga maupun pada jalan-jalan, dimana mereka belum mampu 
memberikan pelayanan secara berkelanjutan, akan tetapi masih berorientasi pada 
keinginan pimpinan (Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, tanggal 2 I April 2015) . 

..... Yang menjadi penghambat Kebijakan restribusi perkir adalah Pemerintah 
Daerah belum mempunyai Peraturan pelaksanaan setelah ditetapkannya 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, seharusnya 
sudah ada Peraturan Bupati dan Sk Bupati tentang Juknis dan Juk/ak bahkan SOP 
sehingga dalam pelaksanaan tugas menjadi jelas. (Hasil wawancara Dengan 
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayawijaya, 
tanggal 21 April 20 15). 
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... . Sistem akuntasi pengelolaan kami masih sang at rendah dan ini perlu 
pembenahan agar pengelolaan sumber penerimaan retribusi parkir di Kota 
Wamena Kabupaten Jayawijaya dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan 
serta diperoleh hasil yang efektif terutama untuk mencapai target penerimaan 
sektor retribusi parkir secara berkelanjutan (Hasil Wawancara dengan Kepala 
Bidang Perhubungan dan Transportasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
lnformatika, tangga/22 Apri/2015) . 

... .. Ketersediaan sarana dan sarana yang kami miliki baik secara kualitas maupun 
kuantitas be/urn memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang 
layak dan bahkan banyak yang rusak. Pada hal, ketersediaan fasilitas serta sarana 
sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 
perpakiran terutama kaitannya dengan perbaikan kualitas pelayanan perpakiran 
dan penanggulanggannya. Karena keterbatasan sarana dan prasarana ini pula 
yang mengakibatkan adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan 
perkir (Hasil wawancara dengan Kepala seksi Manajemen Lalu Lintas Darat 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika, tangga/22 April Tahun 2015) . 

..... Upah yang terima sebagai petugas lapangan masih relatif rendah, sehingga 
mengakibatkan ada beberapa oknum petugas ogah-ogahan menjalankan tugas 
melakukan pemungutan retribusi, bahkan tidakjarang diantara mereka yang tidak 
memberikan karcis pada saat retribusi tersebut dipungut (Wawancara dengan 
salah seorang petugas pemungut, tanggal 23 April 2015). 

Dari hasil wawancara tersebut di atas, bahwa faktor penghambat implementasi 

kebijakan retribusi parkir yaitu sumber daya pemungut masih rendah, bel urn ada juknis 

dan juklak, sistem akutansi masih rendah, sarana prasarana baik kualitas maupun 

kuantitas belum memadai dan upah petugas lapangan masih rendah. Selain faktor 

tersebut berdasarkan identifikasi implementasi kebijakan retribusi parkir ada juga 

Faktor-faktor lain yang dihadapi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut: 

Pertama, masih rendah kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir secara 

teratur, Kedua tingkat pelayanan pengelolaan perpakiran bel urn maksimal, hal tersebut 

disebabkan keterbatasan sarana prasarana yang ada. Sarana prasarana yang ada, saat ini 

sebagian telah mengalami kerusakan dan perlu mendapatkan alokasi anggaran untuk 

perbaikan a tau pergantian; Ketiga, bel urn efektifnya pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran hukum mengenai perpakiran; Keempat, sering terjadi ketidak amanan 
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dalam melakukan parkir sehingga warga enggan untuk membayar retribusi parkir 

secara teratur; Kelima Masih kurangnya rambu-rambu (marka) dan personil ditempat­

tempat perkir yang ditentukan dan Keenam, minirnnya biaya operasional pemeliharaan. 

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Edwar III bahwa berhasil tidaknya 

implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor Eward III 

(1980:9-1 0) seperti pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan atas 

kebijakan yang ada, proses komunikasi kebijakan yakni sejauh mana komunikasi 

kebijakan itu dilakukan efektif, dukungan sumber daya baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya pendukung seperti sarana prasarana, teknologi. Selain itu faktor 

lain yang juga mementukan adalah watak dan sikap aparat dan masyarakat dalam 

memahami kebijakan dan menjalankan kebijakan secara konsisten. Dan yang terakhir 

adalah faktor struktur birokrasi dan organisasi pendukung serta koordinasi antar 

lembaga yang berkepentingan dan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

pelaksanaan kebijakan secara baik. 

Kondisi pelaksanaan kebijakan retribusi parkir yang terjadi di Kota Wamena 

Kabupaten Jayawijaya juga relevan dengan pandangan Cheema dan Rondinelli 

(1983 :28), bahwa faktor-faktor yang sering mempengaruhi keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan dikelompokkan dalam lima bagian, yakni Kondisi, lingkungan di mana 

kebijakan itu dilaksanakan (environmental condition) dan ini terkait dengan masalah 

politik, budaya masyarakat, hubungan dalam organisasi (inter-organizational 

relationship), kemampuan dalam pelaksanaan (reseources for program 

implementation), karakteristik lembaga pelaksana (characteristic of implementing 

agency), dan pengaruh pelaksanaan (performance and impact). 

Semen tara itu Sunggono ( 1994: 144) menegaskan bahwa keberhasilan sebuah 

kebijakan juga ditentukan oleh ada tidaknya dukungan dan atau partisipasi dalam 
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pelaksanaan kebijakan. Adanya kesadaran masyarakat, menjadi kata kunci dalam 

mengimplementasikan kebijakan publik yang terkait langsung dengan masyarakat 

seperti kebijakan perpakiran. Hal itu juga terbukti di Kota Wamena Kabupaten 

Jayawijaya, bahwa adanya dukungan sebagian masyarakat telah mendorong 

keberhasilan implementasi kebijakan dimaksud. Dan adanya penolakan segelintir 

orang saja, juga dapat mempengaruhi kinerja aparat dalam pelaksanaan kebijakan 

peningkatan penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. lmplementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten 

Jayawijaya. 

a. Komunikasi 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena 

Kabupaten Jayawijaya adalah dalam rangka terciptanyajalinan komunikasi, pertukaran 

informasi antara Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan, SKPD pelaksana, 

para petugas parkir sebagai pelaksana dan pendukung retribusi parkir serta masyarakat. 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir adalah ada dua macam 

yaitu komunikasi internal yaitu antar aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah sendiri 

dan komunikasi eksternal yaitu antara Pemerintah Daerah, sektor swasta dan 

masyarakat. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai 

dalam satu organisasi dan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan 

dengan SKPD lain maupun masyarakat. Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir 

dikota Wamena, komunikasi internal dan eksternal belum dilakukan secara maksimal. 

Dalam komunikasi internal belum dilakukannya sosialisasi kepada petugas tentang 

implementasi kebijakan retribusi parkir secara baik. Seharusnya dalam kasus 

implementasi kebijakan retribusi parkir yang harus dilakukan adalah sosialisasi secara 

16/41750.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



108 

baik menyangkut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 

serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah serta 

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 

Pelaksanaan komunikasi secara internal dan eksternal belum dilakukan secara 

berkelanj utan sehingga masih ada dian tara petugas yang bel urn mengetahui isi dari 

Perda retribusi parkir dan tugas pokoknya, sehingga menghambat pelaksanaan di 

lapangan. Komunikasi dalam bentuk sosialisai dan penyuluhan kepada para pemangku 

kepentingan dan masyarakat sudah dilakukan, namun belum dilaksanakan secara 

berkelanjutan. Padahal kegiatan sosialisasi retribusi parkir adalah kebijakan penunjang 

kegiatan dan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus 

benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, masyarakat 

umum dan khususnya para pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat. 

Dengan komunikasi diharapkan dapat memberikan Informasi dan pemahaman yang 

sama dan benar atas Peraturan Daerah dimaksud yang meliputi tarif retribusi parkir, 

baik retribusi parkir ditepi jalan umum maupun tempat khusus parkir baik itu parkir 

biasa maupun parkir berlangganan, lokasi parkir, serta sanksi hukumnya. 

Dapat dipahami bahwa pengelolaan parkir perlu ditangani secara optimal agar tidak 

menimbulkan masalah dalam perkembangan dan ketertiban kota. Perkembangan kota 

menuntut kerja keras semua pihak untuk menangani masalah kesemrawutan kendaraan 

dan mengganggu pemandangan dan ketertiban, bahkan dari sektor perpakiran ini 

diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah, maka pelayanan perpakiran 

harus ditingkatkan sebagai dasar dalam meningkatkan pungutan retribusi parkir. 

Kasus implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, informasi 

mengenai isi dan segala hal yang terkait dengan kebijakan ini belum diketahui oleh 
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semua elemen masyarakat yang berkepantingan. Mengenai tarif dan siapa saja yang 

dibebani, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui berapa kewajiban yang harus 

dibayar oleh setiap wajib retribusi. Ketidaktahuan itu disebabkan kerena belum 

beijalannya proses komunikasi kebijakan secara efektif dalam implementasi kebijakan 

retribusi parkir di Kota Wamena, sehingga masyarakat merasa terbebani. 

Hal itu menunjukkan bahwa bagi masyarakat, pungutan retribusi parkir bukanlah 

suatu masalah, asalkan penetapan retribusi tersebut diikuti dengan penjelasan dan 

sosialisasi serta perbaikan pelayanan parkir, baik dari sisi ketertiban, keamanan, 

kemudahan, petugas yang bertanggung jawab, serta manajemen perpakiran yang lebih 

professional, disertai dengan kedisiplinan petugas dalam menangani kendaraan secara 

konsisten dan berkelanjutan. 

Menurut Edward III, tanpa adanya komunikasi yang baik atas kebijakan yang ada, 

dan apalagi jika tidak menyentuh semua elemen yang berkepentingan atau unsur 

stakeholders, maka sulit rasanya untuk mengharapkan keberhasilan dalam 

implementasi. Para pelaku utama kebijakan seringkali memiliki peran dan mempunyai 

informasi yang lengkap atas kebijakan yang ada dan mereka memainkan peran yang 

penting dalam mendorong penyebarluasan informasi kebijakan. Karena itu, 

keberhasilan implementasi dalam kaitan dengan akses informasi para pihak terkait 

sangat ditentukan sejauh mana pemegang kuasa atau pemilik kewenangan 

menyebarluaskan informasi kebijakan kepada masyarakat luas atau para pemangku 

kepentingan. 

Hal tersebut sesuai dengan model kebijakan menurut Van Meter dan Van Hom 

(1975:462) sebagai model proses implementasi kebijakan di mana di dalam antara 

enam variebel yang membentuk antara ikatan antara kebijakan dan pencapaian perlu 

pentingnya prosedur implementasi dengan memperhatikan konsep-konsep perubahan, 
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kontrol dan kepatuhan bertindak. Dimana dalam model ini komunikasi juga merupakan 

bagaian yang harus dilakukan sehingga implementasi kebijakan beijalan dapat berhasil 

dengan baik. Hal senadajuga disampaikan oleh Winarno (2002:158) bahwa kebijakan­

kebijakan baru, karena sifatnya beru tentu cenderung implementasinya sukar karena 

antara lain saluran komunikasi yang belum terbangun baik, hal ini berdampak terhadap 

ketidakefektifan program. 

b. Sumber Daya 

Sumber daya manusia dan sarana prasarana sangat diperlukan dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. 

Karena dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang baik 

akan mampu untuk menggerakkan implementasi kebijakan retribusi parkir secara 

maksimal. 

Proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten 

Jayawijaya tidak dapat mengabaikan peran penting sumber daya. Hal itu disebabkan 

karena dengan tersedianya sumber daya berupa fasilitas fisik dan non fisik atau 

material dan non material yang baik akan mempengaruhi pelaksanaan implementasi 

tersebut. Rencana dan orientasi kegiatan akan tercapai dan memberikan pengaruh yang 

proporsional terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebaliknya, ketersediaan 

sumber daya yang tidak memadai akan berakibat tidak lancamya kegiatan 

implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, 

karena itu diperlukan adanya kemampuan untuk mengelola suatu kebijakan agar 

berhasil sesuai dengan orientasi yang ingin dicapai dan tepat sasaran. 

Oleh karena itu, untuk memperkuat pemahaman publik atau para pihak terhadap 

pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, diperlukan adanya penyiapan 

sumber daya manusia pelaksana. Biasanya hal ini dilakukan melalui pelatihan, 
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sosialisasi dan workshop untuk memastikan bahwa kebijakan itu telah dapat dipahami 

substansinya sebelum dilaksanakan. Kemampuan memahami atau meneijemahkan 

kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, berbeda antara pemerintah selaku 

pelaksana dengan masyarakat selaku obyek dan sekaligus sasaran kebijakan itu. Di 

tingkat aparat, bel urn semua pihak yang terkait mampu memahami kebijakan retribusi 

parkir. Pada level pelaksana lapangan, masih ada yang tidak memahami seluruh isi 

kebijakan, yang diketahui adalah sebatas besaran pungutan, tetapi terkait dengan 

kewajiban yang harus dilakukan sehubungan dengan penarikan retribusi parkir itu 

bel urn dipahami secara mendalam. 

Hal tersebut terjadi pada tingkatan pelaksanaan kebijakan di lapangan dimana 

belum mengetahui isi kebijakannya secara keseluruhan, karena tidak baca perdanya, 

apalagi menginterpretasikan dalam pelaksanaan. Memang tidak semuanya harus 

menguasai substansi kebijakan, tetapi bagi aparat pemungut itu adalah suatu yang 

harus diketahui. Sebab dengan mengetahui isi kebijakannya akan memudahkan dalam 

melaksanakan serta akan lebih mampu menjelaskan kepada masyarakat luas. Jika ada 

unsur masyarakat yang membayar retribusi parkir mempertanyakan eksistensi Perda 

tentang retribusi parkir tersebut. Salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan 

adalah ketidakmampuan aparat pelaksana dalam memahami isi kebijakan itu. Hal itu 

juga menjadi penyebab, mengapa kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena belum 

dapat dilaksanakan secara baik dan memberikan hasil maksimal sesuai dengan tujuan 

dan target yang ditetapkan. 

Pemahaman aparat terhadap hak dan kewajiban pemerintah sehubungan dengan 

pengelolaan parkir belum maksimal. Antara petugas pemungut dan masyarakat belum 

berjalan seirama. Dalam pemahaman masyarakat, setiap pembayaran retribusi parkir 

adalah terkait dengan adanya pengelolaan lahan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah 
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Kabupaten Jayawijaya. Sementara dari perspektif pe1ayanan parkir, petugas hanya 

melakukan penarikan parkir saja tetapi kurang memperhatikan kendaraan yang 

diparkir. Kenyataannya banyak masyarakat, tidak mau membayar retribusi parkir 

bahkan retribusi parkir berlangganan karena mereka tidak merasakan kemanfaatannya. 

Dengan demikian memberikan gambaran bahwa pemahaman masyarakat atas 

retribusi parkir sebenarnya sudah tepat. Hanya saja belum diimbangi dengan 

pemahaman aparat pelaksana tentang perlunya memaksimalkan pelayanan parkir 

kepada masyarakat tentang ketertiban, keindahan dan kenyamanan parkir di Kota 

Wamena. Di pihak lain, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui untuk 

kepentingan apa mereka membayar retribusi parkir. Membayar retribusi parkir 

dianggap sebagai kewajiban semua rakyat, yang harus dipenuhi sebagai warga negara. 

Pada hal dari perspektif pelayanan publik, pembayaran retribusi parkir selalu terkait 

dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pihak lain kepada yang membayar 

retribusi parkir atas jasa pelayanan yang diberikan itu. 

Sedangkan dari sisi anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan retribusi 

parkir juga harus didukung baik dari sisi operasional maupun peningkatan honorarium 

dan insentif dari para petugas sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan tugasnya. Sementara itu dari sisi sarana prasarana sendiri juga harus 

dilakukan perbaikan terhadap yang rusak dan dilakukan penambahan pada areal-areal 

yang sarana prasarananya masih minim bahkan bel urn ada sama sekali. 

Dalam rangka mendorong penerimaan dari sektor retribusi parkir, selain 

memperhatikan kemampuan ekonomi rakyat JUga perlu dilakukan secara konkrit 

dengan memperhatikan kondisi riil dilapangan, tidak hanya didasarkan pada kalkulasi 

prakiraan di atas meja yang belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan. Kasus 

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam penetapan target hanya didasarkan atas 
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rea1isasi tahun sebelumnya sebagai dasar menetapkan Target yang ditetapkan bukan 

berdasarkan penghitungan potensi, meskipun di dalam realisasinya terns meningkat 

sejak tahun 2010, (Tabel 4.5), namun demikian kontribusi retribusi parkir juga dapat 

mempengaruhi target penerimaan PAD secara keseluruhan. 

Sumber daya dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena 

adalah untuk mewujudkan potensi pendapatan parkir bagi Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika, maka salah satu upaya adalah dengan meningkatkan 

sarana dan prasarana pendukung serta dukungan sumber daya dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan perpakiran. Sumber daya dimaksud adalah SDM dan 

finansial sebagai modal untuk meningkatkan kinerja pelayanan perpakiran dan 

pengelolaan retribusi parkir. Dukungan sumber daya menjadi kata kunci dalam 

implementasi kebijakan menurut Edward III, sedangkan oleh Hogwood dan Gunn 

dalam Wahab (2007:71) bahwa masalah sumber daya, bukan hanya ketersediaannya 

melainkan juga perpaduan sumber-sumber yang tersedia yang dikelola secara baik 

untuk menunjang pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Winamo (2001: 158) juga 

menyampaikan bahwa langkanya sumber-sumber, baik menyangkut sumber informasi, 

ketrampilan staf, maupun sarana pendukung lainnya juga mempengarhui pelaksanaan 

suatu kebij akan. 

c. Disposisi/Perilaku 

Pentingnya disposisi atau perilaku dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di 

Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada pembentukan sikap 

masyarakat da1am mendukung retribusi itu sendiri, perilaku dan tindakan unsur 

pemerintah dan masyarakat di lapangan dalam pelaksanaan program kegiatan serta 

bagaimana sikap pemerintah dan masyarakat dalam menindaklanjuti setiap 

permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemugutan retribusi parkir. 
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Pelaksanaan retribusi parkir, proses pelaksanaan koordinasi sudah relatif berjalan 

dengan baik. Hal ini terlihat adanya kerjasama antara Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta para 

petugas yang dipercayakan melakukan penarikan retribusi parkir kepada mayarakat. 

Namun dengan adanya pembagian lokasi parkir manjadikan masyarakat kesulitan 

untuk melakukan komplain atas kurang maksimalnya pelayanan perpakiran. Pelayanan 

perpakiran harusnya telah menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Jayawijaya, tanpa harus ada desakan dari masyarakat, maka 

upaya melakukan pengelolaan parkir menjadi kewajiban SKPD ini. Sayangnya dinas 

ini belum maksimal melakukan pengelolaan parkir di Kota Wamena. Pada hal upaya 

mendorong memaksimalkan penerimaan retribusi parkir diawali dari perbaikan 

pengelolaan parkir. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat tidak keberatan dengan 

pungutan retribusi parkir. 

Meskipun telah ada upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan 

kebijakan retribusi parkir, melalui koordinasi antar SKPD terkait namun hal itu belum 

dapat diwujudkan secara maksimal. Setiap SKPD yang terlibat atau yang terkait 

dengan pengelolaan parkir terkesan saling mengharap bila sudah menyangkut 

pelaksanaan tugas pemungutan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Jayawijaya merasa 

enggan memberikan tatanan operasional untuk menunjang pelaksanaan pelayanan 

parkir. Hal itu terjadi karena antara yang dikeluarkan pemerintah dan yang didapatkan 

dinilai tidak seimbang. Pada hal, jika berbicara mengenai pelayanan publik, pemerintah 

daerah tidak bisa memaksakan diri untuk menaikkan pungutan alas setiap jasa 

pelayanan yang diberikan kepada masyarkat. Secara filosofis, negara berkewajiban 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tanpa harus mengharapkan 
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imba1an. Sebab sudah kewajiban pemerintah yang berkuasa untuk se1alu meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat luas termasuk pelayanan perpakiran. 

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa proses pe1aksanaan pelayanan publik 

termasuk mengenai perpakiran masih dinilai belurn maksimal. Karena itu wajar saja 

jika penerimaan dari sektor retribusi parkir ini juga belum maksimal. Hal itu terlihat 

dari penerimaan sektor retribusi parkir yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. 

Dalam rangka implementasi kebijakan retribusi parkir, pelaksanaan koordinasi 

diperlukan untuk memastikan bahwa setiap unsur atau elemen yang terkait 

penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir dapat melaksanakan pelayanan secara adil 

dan memberikan kepuasan bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa 

keberatan untuk membayar lebih atas jasa pelayanan perpakiran yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. 

Dalam kasus implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten 

Jayawijaya, sudah adanya sinergitas yang baik antara antara Pemerintah Daerah yang 

diwakili oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan para petugas lapangan bahkan masyarakat 

dalam memandang arah yang lebih baik dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi 

parkir. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini SKPD pelaksana juga harus 

tegas menghadapi disposisi atau sikap para petugas yang masih berorientasi pada 

pimpinan, dan ogah-ogahan bahkan meninggalkan tugas, sehingga tercipta suatu kerja 

sama yang baik antara seluruh petugas dan masyarakat. 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

telah menempatkan dirinya sebagai penanggungjawab terhadap semua hal yang terjadi 

se1ama implentasi kebijakan retribusi parkir berlangsung. Hal tersebut ditunjukkan 

oleh disposisi pemerintah yang selalu konsisten sebagai pengambil keputusan dengan 
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mengambangkan masing-masing fungsi pedoman dalam mendukung pelaksanaan 

kebijakan retribusi parkir. 

Kondisi implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten 

Jayawijaya temyata sikap/disposisi dari aparat yang ada sangat mempengaruhi 

keberhasilan implementasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Edward III 

di mana sikap/disposisi dari aparat sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. 

Sementara itu dalam pandangan Winamo (2002:158) bahwa dalam implementasi 

kebijakan yang barn dilaksanakan memerlukan tindakan-tindakan yang tidak konsisten 

dengan cara yang tidak lazim untuk dilakukan dan inkosistensi tujuan karena juklaknya 

tidak jelas. 

d. Struktur Birokrasi 

Keberhasilan implementasi retribusi parkir di Kota Wamena juga ditentukan oleh 

struktur birokrasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan program tersebut di 

masyarakat. Struktur birokrasi dalam hal ini adalah pembagian uraian tugas yang 

diperlukan oleh pelaksana pengelola retribusi parkir secara struktural dalam upaya 

melaksanakan pemungutan tersebut secara baik dan lancar. 

Struktur birokrasi yang sederhana memudahkan masyarakat untuk melakukan 

komunikasi aktif dengan pihak Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan 

pemungutan retribusi parkir. Masyarakat di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya 

menyaatakan bahwa proses komunikasi dari Pemerintah Daerah tidak maksimal, 

karena tidak ada unit kerja yang secara jabatan khusus menangani pengelolaan retribusi 

ini dalam bentuk Kepala Seksi atau UPTD, dengan demikian masyarakat dapat 

bertanya terhadap masalah yang dihadapi di lapangan pada pihak yang benar. 

Pengelolaan retribusi Parkir di Kola Wamena Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. 
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Pelaksanaannya melibatkan instansi atau SKPD terkait yakni Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan 

Samsat Wamena. Pengelolaan perpakiran di Kota Wamena secara khusus dilaksanakan 

atau menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 

Hal itu sesuai dengan Keputusan Bupati Jayawijaya tentang 105 Tahun 2011 tentang 

Pelimpahan kewenangan pengelolaan retribusi parkir dari Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika, dengan pertimbagan antara lain karena terbatasnya sarana dan prasarana 

dan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendapatan sebagai akibat dari 

terbatasnya keuangan daerah untuk membiayai operasionalisasi pungutan dan 

pengelolaan retribusi disamping secara tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan 

mempunyai hubungan langsung dengan objek dilapangan. 

Dengan demikian diketahui bahwa dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota 

Wamena Kabupaten Jayawijaya yang bertanggung jawab secara substantif terhadap 

pelayanan perpakiran kepada masyarakat, yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika. Pelayanan yang baik dalam bidang perpakiran merupakan kewaj iban 

aparatur pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sehingga menjadi dasar 

masyarakat untuk membayarkan kewajibarmya, yakni nominal retribusi parkir atas 

pelayanan yang diberikan oleh petugas dalam pengelolaan perpakiran. 

Untuk menjalankan suatu kebijakan, diperlukan pengorganisasian yang mantap 

dan dengan memperhatikan seluruh dukungan sumber daya termasuk dukungan­

dukungan non materi yang dapat mendukung atau sekaligus bisa menghambat 

pelaksanaan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan yang baik, biasanya perlu dilakukan 

oleh tim atau komite pelaksana yang dipersiapkan secara khusus. Jika hal itu terkait 

dengan aktivitas secara berkelanjutan maka diperlukan pembentukan tim kerja 
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permanen atau kelembagaan baru untuk dapat menjamin terlaksananya kegiatan terkait 

dengan kebijakan itu. 

Salah satu elemen yang dipandang paling penting dalam implementasi kebijakan 

publik adalah bagaimana para pelaksana implementasi kebijakan publik itu 

menerapkan strategi-strategi tertentu dalam melakukan pekeijaannya. Strategi-strategi 

yang paling pokok adalah bagaimana kemampuan mereka melakukan koordinasi antar 

mereka, koordinsi internal secara horizontal, koordinasi dengan pihak luar sebagai 

unsur yang ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi dalam 

konteks ini juga terkait strategi dalam menentukan peran masing-masing pihak, atau 

melakukan pembagian tugas antar mereka. Kemampuan ini akan mencerminkan 

bagaimana kerapihan keija dan performance dari organisasi tersebut dalam 

menjalankan tugasnya. 

Fakta diatas terlihat bahwa antara kewajiban memberikan layanan dengan hal 

memungut dilakukan oleh satu SKPD saja yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika. Sehingga untuk memaksimalkan kebijakan pengelolaan retribusi parkir 

memerlukan koordinasi yang baik dan kerja sama yang akurat antara Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatikan dengan para petugas parkir di lapangan. 

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Edward III bahwa berhasil tidaknya 

implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor Edward III 

(1980:9-1 0) seperti pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan atas 

kebijakan yang ada, proses komunikasi kebijakan, yakni sejauh mana komunikasi 

kebijakan itu dilakukan secara efektif, dukungan sumber daya baik sumber daya 

manusia, maupun sumber daya pendukung seperti sarana prasarana dan teknologi. 

Selain itu faktor lain yang juga menentukan adalah watak dan atau sikap aparat dan 

masyarakat dalam memahami kebijakan dan menjalankan kebijakan secara konsisten. 
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Dan yang terakhir adalah faktor struktur birokrasi dan organisasi pendukung serta 

koordinasi an tar lembaga yang berkepentingan dan memiliki tugas dan tanggung jawab 

dalam pelaksanaan kebijakan secara baik. 

Sementara itu menurut Muksin dkk, (2002:102), untuk mengimplementasikan 

secara baik diperlukan pengorganisasian yang baik, termasuk dalam hal ini adalah 

pembentukan unit organisasi dan staf pelaksana. Elemen ini adalah bagian yang harus 

dilakukan paling awal dalam kegiatan implementasi kebijakan publik. Sebab tanpa 

adanya penentuan yang jelas terlebih dahulu atas unit organisasi pelaksana dari 

implementasi kebijakan publik ini maka proses implementasi kebijakan publik tidak 

akan dapat dijalankan. Sebuah produk kebijakan baru dapat diterapkan dengan baik 

ketika telah ada kepastian akan institusi atau organisasi yang ditunjuk untuk 

melaksanakan kebijakan publik itu. 

Pembentukan organisasi dimaksud tidak berarti harus membuat lembaga baru, 

tetapi yang dimaksud adalah memberdayakan organisasi yang ada. Untuk dapat 

memberdayakan organisasi yang ada, selain memerlukan kemampuan dan pemahaman 

yang mendalam, juga perlu adanya jaringan melalui pembentukan koordinasi 

pelaksana kegiatan secara tepa!. Menurut Leneberry dalam Muchsin dkk, (2002: I 02) 

koordinasi mencakup berbagai sumber dan pengeluaran serta pembagian tugas antar 

lembaga yang ada. Elemen ini lebih menitikberatkan pada proses teknis yang akan 

berlangsung di lapangan selama berjalannya proses implementasi kebijakan publik. 

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi 

Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya 

a. Faktor-Faktor Pendukung 

Dari hasil penelitian terungkap adanya faktor pendukung yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten 
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Jayawijaya. Faktor pendukung adalah faktor yang dapat menyebabkan ketidak 

kelancaran proses implementasi kebijakan sehingga tidak akan dapat memberikan 

hasil yang baik. 

Dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir, Pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Daerah dan Keputusan Bupati Nomor I 05 Tahun 2011 tentang pelimpahan kewenagan 

dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada SKPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Jayawijaya. Kedua peraturan tersebut terbentuk sebagai tindak lanjut 

dengan dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah. Dengan adanya peraturan dimaksud maka Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 

memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir. 

Implementasi kebijakan retribusi parkir merupakan tindakan yang dilaksanakan 

oleh para individu, kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian 

tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir meliputi 

semua tindakan yang berlangsung antara pemyataan atau perumusan kebijakan dan 

dampak aktualnya. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh antara lain, kemampuan 

para pihak dalam menerjemahkan sisi dari kebijakan. Pelaksanaan kebijakan retribusi 

juga ditentukan oleh sejauhmana kebijakan retribusi itu difahami oleh aparat yang 

melaksanakan kebijakan itu termasuk dalam hal ini, adalah kemampuan para aparat 

dalam merumuskan tindakan-tindakan aksi dalam rangka mewujudkan kebijakan 

retribusi. 

Memiliki sumber daya pelaksana, yang memiliki kesempatan dan kewenangan 

yang luas untuk menyusun perencanaan yang baik untuk bisa memastikan bahwa 

peningkatan sumber daya finansial, SDM maupun tambahan jumlah peralatan 
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merupakan sesualu yang penling dan harus dipenuhi dalam implemenlasi kebijakan 

retribusi lersebut. Dengan kewenangan lersebul akan memudahkan dalam melakukan 

perencanaan sehingga hal-hal yang masih kurang, sedikil demi sedikil dapat dilakukan 

pembenahan. 

Dalam implemenlasi kebijakan relribusi parkir Pemerinlah Kabupalen Jayawijaya 

Ielah mempunyai SKPD yang melakukan pengelolaan lidak hanya lergantung pada 

Dinas Pendapalan Pengeloloaan Keuangan dan Aset. SKPD dimaksud adalah Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informalika yang melaksanakan kewenagan lersebul 

berdasarkan pelimpahan sesuai kelupusan Bupali Jayawijaya Nomor 105 Tahun 20 II. 

Meskipun belum ada pejabal selruklural yang khusus menangani masalah retribusi ini, 

namun dengan diletapkannya Peraturan Daerah tenlang Retribusi Parkir, maka 

Pemerintah Daerah Ielah memiliki komitmen untuk melaksanakannya. 

Meskipun Ielah ada upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan 

kebijakan retribusi parkir, melalui koordinasi antar SKPD terkait namun hal itu belum 

dapat diwujudkan secara maksimal. Setiap SKPD yang terlibal atau yang terkait 

dengan pengelolaan parkir lerkesan saling mengharap hila sudah menyangkut 

pelaksanaan tugas pemungutan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Jayawijaya merasa 

enggan memberikan tatanan operasional untuk menunjang pelaksanaan pelayanan 

parkir. Hal ilu lerjadi karena antara yang dikeluarkan pemerinlah dan yang didapalkan 

dinilai lidak seimbang. Pada hal, j ika berbicara mengenai pelayanan publik, pemerintah 

daerah tidak bisa memaksakan diri untuk menaikkan pungulan alas setiap jasa 

pelayanan yang diberikan kepada masyarkat. Secara filosofis, negara berkewaj iban 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakal dengan tanpa harus mengharapkan 

imbalan. Sebab sudah kewajiban pemerintah yang berkuasa untuk selalu meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat luas termasuk pelayanan perpakiran. 
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Kesadaran masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dalam mendukung implementasi 

kebijakan retribusi parkir ini sudah mulai tumbuh. Kesadaran tersebut terlihat dari 

partisipasinya yang diberikan. Kesadaran yang mulai tumbuh ini untuk selalu 

dipertahankan bahkan ditingkatkan. 

Dengan demikian memberikan gambaran bahwa pemahaman masyarakat atas 

retribusi parkir sebenarnya sudah tepat. Hanya saja belum diimbangi dengan 

pemahaman aparat pelaksana tentang perlunya memaksimalkan pelayanan parkir 

kepada masyarakat baik dari sisi ketertiban, keindahan dan kenyamanan parkir di Kota 

Wamena. Di pihak lain, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui untuk 

kepentingan apa mereka membayar retribusi parkir. Membayar retribusi dianggap 

sebagai kewajiban semua rakyat, yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Pada hal 

dari perspektif pelayanan publik, pembayaran retribusi selalu terkait dengan adanya 

pelayanan yang diberikan oleh pihak lain kepada yang membayar retribusi atas jasa 

pe1ayanan yang diberikan itu. 

Dalam lmplementasi ditentukan pula oleh dukungan faktor luar kebijakan seperti 

proses-proses politik dan masyarakat luas terutama para pemangku kepentingan. 

Davey (1988: 153) menjelaskan bahwa penerimaan (retribusi) seringkali jatuh di bawah 

tingkat yang sesungguhnya untuk kebutuhan operasional pelayanan secara efektif. Hal 

itu disebabkan karena keengganan politik untuk meningkatkan tarif atau mengenakan 

sangsi kepada masyarakat, sebab hal itu terkait dengan reputasi politik, popu1aritas 

politik dan keberpihakan kepada masyarakat. Ada kecenderungan para politisi 

menahan diri untuk menaikkan tarif pungutan retribusi yang membebani masyarakat 

karena menyangkut keberpihakkan mereka kepada rakyat dan tidak mau membebani 

masyarakat yang diwaki1inya. 
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b. Faktor-Faktor Penghambat 

Faktor penghambat adalah faktor yang dapat menghambat proses keberhasilan dari 

suatu kebijakan, sehingga faktor penghambat ini sebisa mungkin diperkecil sehingga 

implementasi kebijakan dapat beijalan dengan maksimal. 

Dalam Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten 

Jayawijaya sangat dipengaruhi oleh kondisi kualitas sumber daya manusia pemungut 

yang relatif rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam 

menjalankan tugas di mana sebagai petugas retribusi pada pos-pos jaga maupun pada 

jalan-jalan mereka belum mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan, akan 

tetapi masih berorientasi pada keinginan pimpinan. Kondisi ini tidak terlepas dari 

tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh para petugas yang masih rendah; 

Oleh karena itu, untuk memperkuat pemahaman publik atau para pihak terhadap 

pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya penyiapan sumber daya manusia pelaksana. 

Hal ini dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi dan workshop untuk memastikan bahwa 

kebijakan itu telah dapat dipahami substansinya sebelum dilaksanakan. Kemampuan 

memahami atau menerjemahkan kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, berbeda 

antara pemerintah selaku pelaksana dengan masyarakat selaku obyek dan sekaligus 

sasaran kebijakan itu. Di tingkat aparat, belum semua pihak yang terkait mampu 

memahami kebijakan retribusi. Pada level pelaksana lapangan, tidak memahami 

seluruh isi kebijakan, yang diketahui adalah adanya besaran pungutan, tetapi terkait 

dengan kewajiban yang harus dilakukan sehubungan dengan penarikan retribusi itu 

bel urn dipahami secara mendalam. 

Pemerintah Daerah bel urn mempunyai Peraturan pelaksanaan setelah ditetapkannya 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, seharusnya sudah ada 

Peraturan Bupati dan Sk Bupati tentang Juknis dan Juklak bahkan SOP sehingga dalam 
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pelaksanaan tugas menjadi jelas. Karena idialnya ketika Peraturan Daerah tersebut 

diundangkan dilanjutkan dengan pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 

Bupati untuk pelaksanaannya. 

Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan, kejelasan rencana aksi atau juklak dan 

juknis menjadi faktor penentu. Karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu kerangka 

kelja, tujuan dan target yang jelas sebagai pedoman bagi para pelaksana untuk 

menyelenggarakan kebijakan dengan baik. Sementara SOP adalah merupakan panduan 

bagi unit organisasi yang ada dalam melakukan kegiatan implementasi kebijakan 

publik yang sedang dijalankan. Unit-unit organisasi yang ditunjuk, dalam melakukan 

tugasnya tidak boleh beljalan menyimpang dari SOP yang ada. Sebab bila unit 

organisasi itu menjalankan aktivitasnya menyimpang dari SOP yang ada maka besar 

kemungkinan tujuan yang hendak dicapai dari produk kebijakan tidak tercapai. 

Hal ini sejalan dengan pan dang an Lineberry dalam Muchsin dkk, (2002: I 02) 

bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan aparat 

dalam menjabarkan tujuan kebijakan dalam berbagai aturan pelaksana standar 

operating procedures (SOP) serta koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada 

kelompok sasaran;. Pembagian tugas di dalam dan diantara dinas/dinas!badan 

pelaksana serta pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Satu dari empat 

elemen yang diungkapkan Lineberry sebagai faktor penentu implementasi kebijakan 

dalam kaitan dengan pemahaman dan interpretasi atas peraturan itu adalah terkait 

dengan kemampuan merumuskan dan menetapkan standar operasional dan prosedur 

(standard operating procedures). Konsep ini Jebih dikenal dengan istilah petunjuk 

pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). 

Sementara itu sistem akuntasi pengelolaan masih sangat rendah dan ini perlu 

pembenahan agar pengelolaan sumber penerimaan retribusi parkir di Kota Wamena 
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Kabupaten Jayawijaya dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperoleh 

hasil yang efektif terutama untuk mencapai target penerimaan sektor retribusi parkir 

secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan sistem penerimaan yang masih manual 

dengan sistem penyetoran retribusi yang masih melebihi ketentuan yaitu di atas satu 

kali dua puluh emapat jam. 

Hal tersebut teijadi pada pelaksanaan kebijakan yang isi kebijakannya belum 

diketahui secara keseluruhan, tidak baca perdanya, apalagi menginterpretasikan dalam 

pelaksanaan. Memang tidak semuanya harus menguasai substansi kebijakan, tetapi 

bagi aparat pemungut itu adalah suatu yang harus diketahui. Sebab dengan mengetahui 

isi kebijakannya akan memudahkan dalam melaksanakan serta akan lebih mampu 

menjelaskan kepada masyarakat luas. Jika ada unsur masyarakat yang membayar 

retribusi parkir mempertanyakan eksistensi Perda tentang retribusi tersebut. Salah satu 

hambatan dalam implementasi kebijakan adalah ketidakmampuan aparat pelaksana 

dalam memahami isi kebijakan itu. Hal itu juga menjadi penyebab, mengapa kebijakan 

retribusi di Kota Wamena bel urn dapat dilaksanakan secara baik dan memberikan hasil 

maksimal sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan. 

Ketersediaan sarana dan sarana yang dimiliki baik secara kualitas maupun 

kuantitas bel urn memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang layak dan 

bahkan banyak yang rusak. Pada hal, ketersediaan fasilitas serta sarana sangat 

menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perpakiran terutama 

kaitannya dengan perbaikan kualitas pelayanan perpakiran dan penanggulanggannya. 

Karena keterbatasan sarana dan prasarana ini pula yang mengakibatkan adanya 

hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan parkir. 

Upah yang terima sebagai petugas lapangan masih relatif rendah, sehingga 

mengakibatkan ada beberapa oknum petugas ogah-ogahan menjalankan tugas 
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melakukan pemungutan retribusi, bahkan tidak jarang diantara mereka yang tidak 

memberikan karcis pada saat retribusi tersebut dipungut. Pemahaman aparat terhadap 

hak dan kewajiban pemerintah sehubungan dengan pengelolaan parkir belum 

maksimal. Antara petugas pemungut dan masyarakat belum berjalan seirama. Dalam 

pemahaman masyarakat, setiap pembayaran retribusi parkir adalah terkait dengan 

adanya pengelolaan lahan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya. Sementara dari perspektif pelayanan parkir, petugas hanya melakukan 

penarikan parkir saja tetapi kurang memperhatikan kendaraan yang diparkir. 

Kenyataannya banyak masyarakat, tidak mau membayar retribusi parkir bahkan 

retribusi parkir berlangganan karena mereka tidak merasakan kemanfaatannya. 

Dengan demikian memberikan gambaran bahwa pemahaman masyarakat atas 

retribusi parkir sebenamya sudah tepat. Hanya saja belum diimbangi dengan 

pemahaman aparat pelaksana tentang perlunya memaksimalkan pelayanan parkir 

kepada masyarakat tentang ketertiban, keindahan dan kenyamanan parkir di Kota 

Wamena. Di pihak lain, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui untuk 

kepentingan apa mereka membayar retribusi parkir. Membayar retribusi dianggap 

sebagai kewajiban semua rakyat, yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Pada hal 

dari perspektif pelayanan publik, pembayaran retribusi selalu terkait dengan adanya 

pelayanan yang diberikan oleh pihak lain kepada yang membayar retribusi atas jasa 

pelayanan yang diberikan itu. 

Kasus Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, masih ada warga 

yang membangkang. Adanya pembangkangan oleh warga terlihat ketika ada 

sekelompok warga yang tidak mau membayar retribusi. Hal itu terjadi karena 

mayarakat belum menerima manfaat atas retribusi yang dibayarkan, selain karena 

belum adanya sanksi kepada mereka yang melanggar. Hal tersebut didukung oleh 
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Anderson bahwa faktor yang yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi 

pelaksanaan kebijakan publik adalah: 

1) Konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, karena aturan perundang­
undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu; 2) 
Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana 
mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan 
dengan peraturan hhkum dan keinginan pemerintah; 3) Adanya keinginan 
mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang 
mencederungkan orang berindak dengan menipu atau dengan jalan melawan 
hukum; 4) Adanya ketidakpastian hokum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan 
yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, dapat menjadi sumber 
ketidakpatuhan orang pada kebijakan publik; 5) Apabila kebijakan itu ditentang 
secara tajam karena berlawanan dengan system nilai yang dianut masyarakat luas 
atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Sunggono, 1994 : 144-
145). 

Faktor lain yang menghambat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di 

Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut: 

Pertama, masih rendah kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir secara 

teratur, Kedua tingkat pelayanan pengelolaan perpakiran belum maksimal, hal tersebut 

disebabkan keterbatasan sarana prasarana yang ada. Sarana dan prasarana yang ada, 

saat ini sebagian telah mengalami kerusakan dan perlu mendapatkan alokasi anggaran 

untuk perbaikan atau pergantian; Ketiga, belum efektifnya pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran hukum mengenai perpakiran; Keempat, sering terjadi ketidak amanan 

dalam melakukan parkir sehingga warga enggan untuk membayar retribusi parkir 

secara teratur; Kelima Masih kurangnya rambu-rambu (marka) dan personil ditempat-

tempat perkir yang ditentukan dan Keenam, minimnya biaya operasional pemeliharaan. 

Dalam pembahasan pada penelitian sebelurnnya telah diketahui hasil peneliti 

bahwa dalam perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan 

tugas pokok pemerintahan. Perimbangan peran ini menyakut perimbangan wewenang 

untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan perimbangan pengeluaran 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sumodiningrat, 1996:95). 
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Se1anjutnya Sri Surami (2006) memberikan hasil bahwa imp1ementasi kebijakan 

retribusi parkir di Kota Semarang hasi1nya hubungan antara kemampuan pe1aksana 

dengan keberhasi1an implementasi kebijakan retribusi parkir dan hasil penelitiannya 

mempunyai hubungan yang signifikan Dan Leny Nurfitri (2013) dalam penelitiannya 

memberikan hasil bahwa Kondisi pajak parkir di Kota Malang dirasa kurang optimal, 

oleh sebab itu Dinas Pendapatan Kota Malang memerlukan sebuah sistem dan prosedur 

dalam proses pemungutan pajak parkimya. Sehingga, semua hambatan yang 

mengakibatkan kurang optimalnya pendapatan pajak parkir dapat diberikan solusi yang 

tepat. 

Sementara itu dalam penelitian 1mplementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota 

Wamena Kabupaten Jayawijaya hasilnya adalah implementasi kebijakan parkir belum 

maksimal karena disebabkan oleh Komunikasi bel urn berjalan dengan efektif, Sumber 

daya belum didukung dan dikelola secara maksimal, Disposisi/sikap aparatur 

pelaksana belum seluruhnya memiliki integritas serta struktur birokrasi yang ada 

belum ada jabatan struktural yang secara khusus langsung menangani retribusi parkir 

disamping Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk juknis/juklak atau SOP, sehingga 

implementasi kebijakan ini belum dapat berjalan dengan efektif, sehingga terjadi 

perbedaan dengan penelitian terdahulu. 
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Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian yang dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang 

pelaksanaannya secara terkoordinasi antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sesuai 

Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 105 Tahun 2011 kewenangan penarikan 

retribusi parkir diserahkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, namun dalam 

pelaksanaan belum maksimal karena disebabkan oleh Komunikasi belum berjalan 

dengan efektif, Sumber daya belum didukung dan dikelola secara maksimal, 

Disposisi/sikap aparatur pelaksana belum seluruhnya memiliki integritas serta 

struktur birokrasi yang ada belum ada jabatan struktural yang secara khusus 

langsung menangani retribusi parkir karena belum ada Peraturan Pelaksanaan 

dalam bentuk juknis/juklak atau SOP, sehingga implementasi kebijakan ini bel urn 

dapat berjalan dengan efektif. 

2. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena 

Kabupaten Jayawijaya adalah adanya Peraturan Daerah, dukungan sumber daya 

pelaksana, memiliki organisasi yang menangani serta kesadaran masyarakat dalam 

mendukung pelaksanaan kebijakan sudah mulai turnbuh. Sementara itu yang 

menjadi faktor penghambat adalah kualitas sumber daya yang relatif rendah baik 

pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas, sistem 
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akutansi pengelolaan penenmaan masih relatif rendah, ketersediaan sarana 

prasarana baik kualitas maupun kuantitas belum memadai, upah petugas lapangan 

yang relatif masih sangat rendah, tuntutan masyarakat akan perbaikan layanan 

perpakiran, ketersediaan teknologi dilokasi perpakiran bel urn memadai serta belum 

diterapkannya sanksi hukum. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian lapangan, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian yang 

telah dijelaskan maka beberapa saran yang diajukan adalah: 

I. lmplementasi kebijakan perlu dimaksimalkan terutama proses sosialisasi kebijakan 

dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parker, perlu 

diberikan dukungan anggaran perbaikan sarana prasarana dan penambahan pegawai, 

untuk dilakukan peningkatan pehaman tugas pokok dan fungsi serta dibentuk UPTD 

serta didukung oleh Peraturan pelaksanaan yang memadai dalam bentuk 

juknis/juklak dan SOP sehingga implementasi kebijakan retribusi parkir dapat 

berjalan dengan efektif. 

2. Perlu peningkatan sumber daya manus1a baik pendidikan, maupun pelatihan­

pelatihan dalam bidang penarikan retribusi, membangun komitmen dan keuletan 

dalam menjalankan tugas, perbaikan sistem akutansi pengelolaan retribusi, 

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, perbaikan upah petugas lapangan, 

pengembangan teknologi pengelolaan perpakiran dan diterapkannya sanksi hukum 

kepada pelanggar. Sedangkan untuk meningkatkan motivasi petugas mulai pada 

tataran SKPD sampai pada petugas lapangan perlu dinaikan gaji/honor mereka 

secara memadai sesuai kebutuhan sekarang, untuk memenuhi kebutuhan dasamya, 

sehingga mereka dapat lebih meningkatkan semangat dan gairah kerja dalam 

melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin. 
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Lampiran: I 

PEDOMAN WA WANCARA 

ANALISIS IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENINGKATAN PENERIMAAN 

RETRIBUSI PARKIR DI KOTA WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA 

Bapak/Ibu Yth : Dalam rangka Penyelesaian Program S2 Administrasi Publik pada 

Universitas Terbuka, maka saya akan melakukan Penelitian Penulisan Tesis dengan 

Judul " Analisis Implementasi Kebijakan Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir di 

Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, untuk itu dimohon bantuan kiranya Bapak/Ibu 

dapat membantu mengisi pertanyaan yang kami sampaikan sekaligus dapat kami 

wawancarai sesuai dengan pertanyaan yang kami sampaikan serta memberikan data 

yang kami butuhkan. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. 

Adapun Informan dan Pertanyaan sebagai berikut: 

A. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir 

I. Komunikasi 

a). Sekretaris Daerah 

Menurut Bapak Kebijakan apa yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam 

mengkomunikasikan implementasi retribusi parkir di Kota Wamena selama ini? 

b). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Sebagai SKPD pelaksana pemungutan retribusi parkir menurut Bapak 

bagaimana mekanisme komunikasi dalam mendukung implementasi kebijakan 

retribusi parkir di Kota W amena? 

c). Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKA 

Menurut Bapak bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan oleh 

SKPD bapak dalam pengendalian dan pengawasan implementasi kebijakan 

retribusi parker di Kota W amena? 
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d). Petugas Parkir di Pasar Jibama dan Pasar Petikelek 

Menurut Bapak apakah komunikasi yang dilakukan oleh seluruh SKPD dalarn 

mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Warnena sudah 

cukup dipaharni oleh masyarakat? 

e). Masyarakat Pengguna Jasa Parkir 

Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan dalam kuminikasi implementasi 

kebijakan retribusi parkir di Kota Warnena oleh SKPD teknis baik dari sisi 

model sosialisasi, besaran retribusi maupun penggunaannya kepada 

masyarakat? 

2. Sumber Daya 

a). Kabid Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Hubkominfo 

Menurut Bapak dalarn implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Warnena 

telah didukung sumber daya manusia secara memadai? 

b). Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat pada Dinas Hubkominfo 

Menurut Bapak apakah dalarn implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena sumber daya manusia pelaksana telah dibekali manajemen 

pengelolaan retribusi secara baik? 

c). Petugas Parkir, Bandara, Pasar Jibama dan Pasar Petikelek 

Menurut Bapak sebagai pelaksana dilapangan dalarn implementasi kebijakan 

retribusi parkir di Kota Wamena apakah telah dibekali dengan pengetahuan dan 

ketrampilan serta pendapatan yang memadai? 

d). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Menurut Bapak Bagaimana dukungan anggaran dan sarana prasarana yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dalarn implementasi kebijakan retribusi 

parkir di Kota Wamena? 
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e). Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Hubkominfo 

Menurut Bapak apakah dukungan dana dalam perbaikan sarana prasarana dalam 

menunjang implementasi kebijakan kebijakan retribusi di Kota Wamena selama 

ini telah memadai? 

3. Sikap dan Disposisi Aparat 

a). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena telah didukung aparat birokrasi yang bertanggung jawab dan 

memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik? 

b). Petugas Parkir di Pasar Jibama 

Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena aparat Birokrasi pada SKPD teknis telah memberikan pengetahuan 

secara khusus kepada petugas dilapangan? 

c). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika 

Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena 

apakah SKPD Bapak telah merencanakan anggaran, dan bagaimana cara 

menyiasati pelayanan dilapangan? 

d). Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Hubkominfo 

Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena 

apakah pemungutan retribusi parkir telah memiliki pemahaman yang cukup 

dalam pelaksanaan tugasnya? 

e). Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat pada Dinas Hubkominfo 

Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena 

apakah dari sisi ketanagaan dan penghasilan para petugas dilapangan telah 

memadai? 
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4. Struktur Birokrasi 

a). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Menurut Bapak apakah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan 

struktur yang ada sekarang ini, sudah mampu melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi dengan baik dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena? 

b). Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi Setda 

Menurut lbu apakah Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

sudah menggambarkan tugas pokok dan fungsi secara jelas dalam implementasi 

kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena? 

c). Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan 

Menurut lbu apakah dalam implementasi retribusi parkir di Kota W amena telah 

didukung aturan pelaksanaan yang memadai? 

d). Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKA 

Menurut Bapak apakah secara struktur birokrasi apakah dalam implementasi 

kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena telah sesuai dengan mekanisme 

penarikan retribusi daerah? 

e). Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Hubkominfo 

Sebagai pelaksana implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena 

peraturan perundangan apakah saja yang bapakjadikan acuan dalam pelaksanaan 

tugas? 

f). Petugas Parkir di Bandara Wamena 

Menurut Bapak sebagai petugas pemungut apakah dalam implementasi kebijakan 

retribusi parkir di Kota Wamena telah didukung peraturan yang memadai? 

g). Masyarakat Pengguna Parkir 
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Menurut Bapak/Ibu sebagai masyarakat apakah merasa terbebani dengan besaran 

dan mekanisrne pungutan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena selama ini? 

5. Faktor Pendukung 

a). Sekretaris Daerah 

Menurut Bapak apa yang menjadi faktor pendukung apa yang dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah dalam impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena? 

b). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika 

Menurut Bapak sebagai SKPD pelaksana dalam impelentasi kebijakan retribusi 

parkir di Kota Wamena apakah yang menjadi faktor pendukung dalam kebijakan 

terse but? 

c). Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan 

Menurut Ibu sebagai perumus kebijakan daerah, dari sisi Peraturan Perundang­

undangan apakah ada faktor pendukung impelentasi kebijakan retribusi parkir di 

Kota Wamena? 

d). Kepala Bidang Perhubungan dan T ransportasi 

Menurut Bapak kalau dilihat dari sisi perencanaan dalam SKPD Bapak, apakah 

ada faktor pendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena? 

f). Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat pada Dinas Hubkominfo 

Menurut Bapak sebagai pejabat yang langsung berhadapan dengan petugas 

lapangan, apa yang menjadi faktor pendukung dalam impelentasi kebijakan 

retribusi parkir di Kota W amena? 

g). Petugas Parkir 
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Sebagai petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam 

impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, kira-kira apa yang 

menjadi faktor pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut? 

6. Faktor Penghambat 

a). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Menurut Bapak Sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam implementasi 

kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, apa yang menjadi faktor penghambat 

dalam pelaksanaan kebij akan terse but? 

b). Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan 

Menurut Ibu dari sisi peraturan perundang-undangan apa yang menjadi faktor 

penghambat dalam impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena agar 

beljalan dengan baik? 

c). Kepala Bidang Perhubungan dan Transportasi pada Dinas Hubkominfo 

Menurut Bapak dari sisi pengelolaan retribusi parkir apakah yang menjadi faktor 

penghambat impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena? 

d). Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Darat pada Dinas Hubkominfo 

Menurut Bapak sebagai pejabat yang berhubungan langsung di lapangan, apakah 

yang menjadi faktor penghambat impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena? 

e). Petugas Parkir 

Menurut Bapak dari sisi pemungutan retribusi parkir apakah yang menjadi faktor 

penghambatdalam impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena? 
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Lampiran: 2 

HASIL WA W ANCARA 

Adapun hasil wawancara ini dipero1eh dari inforrnan yang menjadi subyek da1am 

imp1ementasi kebijakan retribusi parkir mu1ai dari Sekretariat Daerah, Dinas 

Pendapatan Penge1o1aan Keuangan dan Aset, Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Inforrnatika, Para Petugas Parkir dan Masyarakat Pengguna, se1anjutnya akan disebut 

inisial nama dengan hasil wawancara adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya 

a. Komunikasi 

TW Menurut Bapak Kebijakan apa yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam 

mengkomunikasikan implementasi retribusi parkir di Kota Wamena selama 

ini? 

YW bahwa komunikasi kebijakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Jayawijaya terhadap masyarakat apabila kebijakan tersebut 

bersifat baru. Retribusi parkir adalah merupakan salah kebijakan yang 

dikeluarkan berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi 

Daerah, dan di dalam Retribusi parkir juga ada sesuatu yang baru bagi 

masyarakat di Kota ini yaitu parkir berlangganan dan ditempatkannya pos­

pos para tempat-tempat parkir khusus sehingga perlu dilakukan komunikasi 

dalam bentuk sosialisasi baik kepada para petugas maupun kepada 

masyarakat meskipun hasil sosialisai tersebut belum maksimal. 

TW Sebagai SKPD pelaksana pemungutan retribusi parkir menurut Bapak 

bagaimana mekanisme komunikasi dalam mendukung implementasi 

kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena? 

ODB bahwa komunikasi ini selalu dilakukan baik dilakukan melalui orang-
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perorang, melalui media radio, sosialisai digedung maupun pengumuman 

melalui mobil keleliling hanya dengan terbatasnya biaya belum dapat 

dilakukan secara terus menerus. 

TW Menurut Bapak bagaimana mekanisme komunikasi yang dilakukan oleh 

SKPD bapak dalam pengendalian dan pengawasan implementasi kebijakan 

retribusi parker di Kota Wamena? 

EM komunikasi ini selalu dilakukan setiap tahun baik kepada para wajib 

retribusi maupun kepada para petugas dalam bentuk rekonsiliai data capaian 

target penerimaan secara berkala dalam rangka memenuhi target 

pendapatan. 

TW Menurut Bapak apakah komunikasi yang dilakukan oleh seluruh SKPD 

dalam mendukung implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena 

sudah cukup dipahami oleh masyarakat? 

MM Komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena, memang selalu dilakukan, akan tetapi hanya sebatas besaran 

retribusi yang harus dibayarkan dan cara penarikannya, tetapi mekanisme 

tetapi belum sampai pada prosedur penarikannya, sehingga masyarakat 

kadang-kadang belum mengerti kewajibannya ketika melakukan parkir­

parkir dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga 

sering terjadi kesalahpahaman antara petugas parkir dan Masyarakat. 

G komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika dan instansi terkait lainnya masih kurang dan harus dilakukan 

secara terus menerus dilakukan bahkan kalau perlu melalui para Kepala 

Distrik dan Kampung kerena terbukti masih ban yak masyarakat yang bel urn 

sadar untuk membayar retribusi dan sering melawan kepada petugas. 
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TW Apakah Bapakllbu merasa keberatan dalam kuminikasi implementasi 

kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena oleh SKPD teknis baik dari sisi 

model sosialisasi, be saran retribusi maupun penggunaannya kepada 

masyarakat? 

PK kami perlu keberatan membayar retribusi parkir sepanjang dilakukan 

dengan baik dan transparan baik dari sisi penerimaan dan penggunaan dana 

yang diterimanya, dan informasi tersebut harus diterima masyarakat. 

M pada prinsipnya kami tidak keberatan membayar retribusi parkir sepanjang 

disampaikan dengan baik kepada masyararkat dan teijadi perbaikan 

pelayanan yang diberikan para petugas juga baik dan maksimal. 

ES komunikasi pelaksanaan retribusi parkir tidak hanya dilakukan dengan 

media sosial, akan tetapi juga harus dilakukan oleh para petugas parkir 

dilapangan sehingga masyarakat menjadi tahun akan kebijakan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah 

b. Sumber Daya 

TW Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena telah didukung sumber daya manusia secara memadai? 

B para petugas parkir yang ada pada Dinas perhubungan Komunikasi dan 

Informatika masih sangat terbatas, yang ada adalah para tenaga kontrak, 

sehingga apabila mereka berhalangan para pegawai yang ada terpaksa harus 

menggantikan. 

TW Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di 

Kota Wamena sumber daya manusia pelaksana telah dibekali manajemen 

pengelolaan retribusi secara baik? 
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AM Kami sebagai penaggung jawab pelaksanaan parkir belum pernah dibekali 

secara khusus terkait dengan manajemen dan pengelolaan retribusi parkir 

secara khusus, sehingga kami masih mengalami hambatan dalam 

pengendalian tugas-tugas. 

TW Menurut Bapak sebagai pelaksana dilapangan dalam implementasi 

kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah telah dibekali dengan 

pengetahuan dan ketrampilan serta pendapatan yang memadai? 

MM Kami petugas lapangan adalah tenaga kontrak yang mempunya1 

keterbatasan dari sisi pengetahuan pengelolaan Sementara begitu juga 

dengan kesejahteraan yang kami terima sehingga menghambat tugas-tugas 

kami, namun kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik 

G Kami petugas lapangan di lokasi pasar j ibama sangat tertekan dari tekanan 

masyarakat yang sering melawan, sehingga kami harus ditunjang dengan 

kemampuan untuk mengatasi hal tersebut, namun kami tetap memberikan 

pelayanan yang terbaik. 

AM Kami petugas parkir dilokasi Pasar Petikelek perlu mendapatkan 

peningkatan pengetahuan pengelolaan retribusi parkir secara baik sehingga 

dapat membantu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. 

TW Menurut Bapak Bagaimana dukungan anggaran dan sarana prasarana yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan retribusi 

parkir di Kota Wamena? 

ODB Dukungan sarana prasarana dan anggaran dalam pengelolaan parkir ini 

masih sangat terbatas, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

masih sebatas honorarium para petugas dilapangan akan tetapi belum 

menyangkut operasionalnya, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu akan 
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sangat sulit memaksimalkan tugas-tugas. 

TW Menurut Bapak apakah dukungan dana dalam perbaikan sarana prasarana 

dalam menunjang implementasi kebijakan kebijakan retribusi di Kota 

Wamena selama ini telah memadai? 

B Dukungan anggaran sangat terbatas sehingga kami belum dapat melakukan 

penambahan dan perbaikan sarana prasarana yang rusak diantaranya pos-

pos jaga dan mesing-mesin pencatat, sehingga kondisi tersebut juga akan 

menghambat implementasi kebijakan parkir ini 

c. Sikap dan Disposisi Aparat 

TW Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di 

Kota Wamena telah didukung aparat birokrasi yang bertanggungjawab dan 

memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik? 

ODB sikap aparatur birokrasi belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab secara penuh, yang disebabkan oleh masih berorientasi 

pada pimpinan tidak berorientasi pada tanggung jawab dan loyalitas 

terhadap pekerjaannya sehingga masih sering terjadi ketidakmaksimalan 

dalam melaksanakan tugas. 

TW Menurut Bapak apakah dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di 

Kota Wamena aparat Birokrasi pada SKPD teknis telah memberikan 

pengetahuan secara khusus kepada petugas dilapangan? 

SA Kami tidak dibekali secara khusus pengetahuan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, dan pada lokasi-lokasi tertentu memang 

tidak dipungkiri senng terjadi para petugas senng meninggalkan 

lokasi/tempat tugas karena situasi yang tidak keamanan yang tidak 
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Kondusif. 

TW Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena apakah SKPD Bapak telah merencanakan anggaran, dan 

bagaimana cara menyiasati pelayanan dilapangan? 

ODB permasalahan keterbatasan anggaran menjadi masalah pokok dalam 

peningkatan sumber daya aparatur pengelolala retribusi parkir, dari sisi 

perencanaan kami telah mengusulkan program peningkatan sumber daya 

aparatur tersebut, namun sampai sekarang belum terjawab, sehingga kami 

minta kepada para petugas untuk dengan keterbatasan tersebut tetap 

memberikan pelayanan yang terbaik. 

TW Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena apakah pemungutan retribusi parkir telah memiliki pemahaman 

yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya? 

B Petugas yang ditempatkan pada Pos-Pos penjagaan parkir dan dijalan-jalan 

ditepi jalan umum adalah pegawai honor, yaitu pegawai yang tidak 

menguasai permasalahan tentang maksud dan tujuan retribusi parkir. 

Mereka ditugaskan langsung berdasarkan dengan kebutuhan meskipun 

dengan pengetahuan dan pengalarnan yang pas-pasan, narnun mereka harus 

melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani. 

TW Menurut Bapak dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena apakah dari SIS! ketanagaan dan penghasilan para petugas 

dilapangan telah memadai? 

AM dalam rangka memberikan dukungan terhadap sumber daya yang 

ditempatkan dilapangan, dari sisi ketenagaan kadang-kadang juga dilakukan 

penarnbahan tenaga dari unsur PNS apalagi untuk hari-hari libur yang 
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petugasnya melaksanakan ibadah, sementara itu terkait dengan dukungan 

keuangan masih sangat terbatas khususnya dalam rangka memberikan 

kesejahreraan kepada para petugas, narnun kondisi tersebut tidak boleh 

mengharnbat pelayanan 

d. Struktur Birokrasi 

TW Menurut Bapak apakah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

dengan struktur yang ada sekarang ini, sudah marnpu melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi dengan baik dalam implementasi kebijakan retribusi 

parkir di Kota W arnena? 

ODB pemungutan retribusi parkir sementara ini bel urn maksimal, Karen tidak ada 

pejabat stuktural yang secara khusus menangani masalah tersebut, sehingga 

pelaksanaannya tidak maksimal karena struktur birokrasinya terlalu besar. 

Karni berharap bahwa tugas-tugas tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) sehingga akan mempercepat proses pelayanan 

kepada masyarakat 

TW Menurut Ibu apakah Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika sudah menggambarkan tugas pokok dan fungsi secara jelas 

dalarn implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Warnena? 

TF penanganan retribusi parkir memang belum tergarnbar secara jelas dalam 

struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Jayawijaya, karena seharusnya untuk menangani masalah 

perpakiran tersebut seharusnya didukung dengan UPTD yang secara khusus 

menangani perpakiran. Melihat perkembangan kota dan penarnbahan 

jumlah kendaraan yang semakin banyak maka Dinas Perhubungan 
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Komunikasi dan Informatika seharusnya sudah memikirkan hal tersebut 

sehingga tugas-tugas pemungutan menjadi maksimal (Hasil wawancara 

dengan Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten 

Jayawijaya, April2015). 

TW Menurut Ibu apakah dalam implementasi retribusi parkir di Kota Wamena 

telah didukung aturan pelaksanaan yang memadai? 

A Kebijakan penararikan restribusi perkir belum didukung dengan peraturan 

yang memadai, idialnya ketika Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 

tentang retribusi diundangkan diikuti dengan Peraturan Bupati Pelaksanaan, 

dan Keputusan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaannya, berikut dengan 

standar operasional prosedur yang harus dilakukan. 

TW Menurut Bapak apakah secara struktur birokrasi apakah dalam 

implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena telah sesum 

dengan mekanisme penarikan retribusi daerah? 

ER Mekanisme penarikan retribusi parkir di Kota Wamena Kabupaten 

Jayawijaya telah disesuaikan dengan mekanisme panarikan retribusi daerah 

dengan melibatkan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset untuk 

melakukan porporasi dan dihitung untuk selanjutnya diserahkan kembali 

kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk 

dilaksanakan 

TW Sebagai pelaksana implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena 

peraturan perundangan apakah saja yang bapak jadikan acuan dalam 

pelaksanaan tugas? 

B Pelaksanaan kebijakan penarikan ritribusi parkir yang ada dan dilaksanakan 

oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih sebatas pada 
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Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Bupati 

Nomor 105 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penarikan 

Retribusi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kepada SKPD 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan untuk retribusi parkrir 

jatuh kepada Dinas Perhubungan dan Informatika, sementara itu terkait 

dengan peraturan pelaksanaan terkait perda dimaksud sampai sekarang 

belum ada termasukjuknis dan SOPnya. 

TW Menurut Bapak sebagai petugas pemungut apakah dalam implementasi 

kebijakan retribusi parkir di Kota W amena telah didukung peraturan yang 

memadai? 

A W Karena Perbub pelaksanaan, juknis dan SOP penerimaan retribusi parkir 

belum ada maka untuk melaksanakan tugas-tugas pemungutan masih 

terbatas pada Perda Retribusi dan Keputusan Bupati tentang pelimpahan, 

sehingga pengetahuian petugas lapangan akan tanggung jawabnya masih 

sangat terbatas. 

TW Menurut Bapak/lbu sebagai masyarakat apakah merasa terbebani dengan 

besaran dan mekanisme pungutan implementasi kebijakan retribusi parkir di 

Kota Wamena selama ini? 

AN Pada prinsipnya kami masyarakat tidak keberatan dengan mekanisme dan 

besaran pungutan retribusi parkir di Kota Wamena sepanjang dikelola 

dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya para 

petugas betul-betul memberikan bukti parkir kepada pengguna 

e. Faktor Pendukung 

TW Menurut Bapak apa yang menjadi faktor pendukung apa yang dimiliki oleh 
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Pemerintah Daerah dalam impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena? 

YW Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mempunyai Political will yang tinggi, 

kemampuan politik dalam bentuk komitmen pemimpin daerah mengenai 

pengelolaan retribusi parkir menjadi kata kunci utama untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyadari bahwa 

retribusi parkir adalah salah satu retribusi yang dapat dikembangkan di 

Kota Wamena, dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan areal parkir 

akibat perkembangan kota yang semakin kondusif 

TW Menurut Bapak sebagai kepala SKPD pelaksana dalam impelentasi 

kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena apakah yang menjadi faktor 

pendukung dalam kebijakan tersebut? 

ODB Dalam era otonomi ini kami memiliki kewenangan dalam pemilihan dan 

perumusan kebijakan pengelolaan parkir. Adanya kewenangan tersebut 

menjadi sebuah kekuatan yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan 

retribusi parkir baik dari sisi penyusunan regulasi maupun pelaksanaannya 

sehingga kami bisa melaksanakannya sesuai dengan potensi dan kondisi 

masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya 

TW Menurut Ibu sebagai Bagian perumus kebijakan daerah, dari sisi Peraturan 

Perundang-undangan apakah ada faktor pendukung impelentasi kebijakan 

retribusi parkir di Kota Wamena? 

A Yang menjadi pendukung Kebijakan restribusi perkir adalah Pemerintah 

Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

retribusi daerah dan Keputusan Bupati Nomor 105 tahun 20 II ten tang 

Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
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Aset Kepada SKPD di 1ingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya da1am 

penarikan retribusi sehingga itu menjadi pinjakan da1am penarikan retribusi 

parkir 

TW Menurut Bapak ka1au di1ihat dari sisi perencanaan da1am SKPD Bapak, 

apakah ada faktor pendukung imp1ementasi kebijakan retribusi parkir di 

Kota Wamena? 

B Faktor dukungan sumber daya. para pe1aksana di pemerintahan, memiliki 

kesempatan 1uas untuk menyusun perencanaan yang baik untuk memastikan 

bahwa peningkatan sumber daya finasial, SDM maupun tambahan jumlah 

peralatan adalah sesuatu yang penting sehingga implementasi kebijakan 

retribusi parkir dapat beJjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

TW Menurut Bapak sebagai pejabat yang langsung berhadapan dengan petugas 

lapangan, apa yang menjadi faktor pendukung dalam impelentasi kebijakan 

retribusi parkir di Kota Wamena? 

AM Meskipun bel urn ada pejabat yang secara struktur membidangi dan 

membawahi pengelolaan retribusi parkir ini secara khusus, namun dengan 

keorganisasian (SKPD) yang sudah terbentuk dan jaringan kerja (koordinasi) 

yang sudah terbangun telah dapat memberikan manfaat didalam 

implementasi kebijakan retribusi parkir ini secara baik, karena masmg-

masing telah mengetahui perarmya sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan 

meskipun belum maksimal. 

TW Sebagai petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam 

impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, kira-kira apa yang 

menjadi faktor pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut? 

G Kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan implementasi 
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kebijakan retribusi parkir ini sudah mulai tumbuh. Hal ini terlihat dari 

partisipasi mereka dalam membayar retribusi dan kepatuhan dalam 

pelaksanaan perpakiran sedikit demi sedikit sudah mulai mengikuti 

ketentuan yang ditetapkan oleh para petugas di lapangan 

f. Faktor Penghambat 

TW Menurut Bapak Sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam 

implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Wamena, apa yang menjadi 

faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? 

ODB Kualitas sumber daya manusia pemungut yang relatif rendah, baik 

pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas 

sebagai petugas pada pos-pos jaga maupun pada jalan-jalan, dimana 

mereka belum mampu memberikan pelayanan secara berkelanjutan, akan 

tetapi masih berorientasi pada keinginan pimpinan 

TW Menurut Ibu dari sisi peraturan perundang-undangan apa yang menjadi 

faktor penghambat dalam impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena agar berjalan dengan baik? 

A Yang menjadi penghambat Kebijakan restribusi perkir adalah Pemerintah 

Daerah belum mempunyai Peraturan pelaksanaan setelah ditetapkannya 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, seharusnya 

sudah ada Peraturan Bupati dan Sk Bupati tentang Juknis dan Juklak 

bahkan SOP sehingga dalam pelaksanaan tugas menjadi jelas 

TW Menurut Ibu dari sisi peraturan perundang-undangan apa yang menjadi 

faktor penghambat dalam impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena agar berjalan dengan baik? 
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B Sistem akuntasi pengelolaan kami masih sangat rendah dan ini perlu 

pembenahan agar pengelolaan surnber penerimaan retribusi parkir di Kota 

Wamena Kabupaten Jayawijaya dapat dilakukan secara akuntabel dan 

transparan serta diperoleh hasil yang efektif terutama untuk mencapai target 

penerimaan sektor retribusi parkir secara berkelanjutan 

TW Menurut Bapak sebagai pejabat yang berhubungan langsung di lapangan, 

apakah yang menjadi faktor penghambat impelentasi kebijakan retribusi 

parkir di Kota Wamena? 

AM Ketersediaan sarana dan sarana yang kami miliki baik secara kualitas 

maupun kuantitas belurn memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia 

masih kurang layak dan bahkan banyak yang rusak. Pada hal, ketersediaan 

fasilitas serta sarana sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan penyelenggaraan perpakiran terutama kaitannya dengan 

perbaikan kualitas pelayanan perpakiran dan penanggulanggannya. Karena 

keterbatasan sarana dan prasarana ini pula yang mengakibatkan adanya 

hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan perkir (Hasil 

wawancara dengan Kepala seksi Manajemen Lalu Lintas Darat Dinas 

TW Menurut Bapak dari sisi pemungutan retribusi parkir apakah yang menjadi 

faktor penghambatdalam impelentasi kebijakan retribusi parkir di Kota 

Wamena? 

MM Upah yang terima sebagai petugas lapangan masih relatif rendah, sehingga 

mengakibatkan ada beberapa oknum petugas ogah-ogahan menjalankan 

tugas melakukan pemungutan retribusi, bahkan tidak jarang diantara 

mereka yang tidak memberikan karcis pada saat retribusi terse but dipungut 
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